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PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

QUIFE PUINS NIN W D1did oH ®

Wl

kripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS
Jambi.

Semua sumber yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau
merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi

oang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Juli 2023

Peneliti,

 EE387AKX523405206
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NIM: 105190084
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b. Pengutipan

. Dilarang mengutip sebagian dan atauw seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya

fidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

Dilgrang memparanyak sebagaian dan atau selunsh karya tulis inl

iimiah, penyusunan laporan, penuiisan kritik atou tinjovan suatu masalah.

dalom bentuk apapun fanpaizin UIN Sutha Jami
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ABSTRAK
z
“Nama : JUMAIRAH
NIm : 105190084
?Judul : Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam
o) Mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jambi
= Nomor 14 Tahun 2019

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahuifaktor penghambat Satpol PP dalam
mengimplementasikan Peraturan Daerah provinsi jambi Nomor 14 tahun 2019dan
untuk mengetahui kinerja Satpol PP Provinsi Jambi dalam mengimplementasikan
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terkait PKL di Kota Jambi.
Penelitian ini dilakukan pada Satpol PP Provinsi Jambi dengan menggunakan
metode kualitatif deskriptif, melalui tahapan observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat dalam
mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 diantaranya
Kekurangan Personil, di mana disaat adanya kegiatan yang bersamaan
menyebabkan petugas Satpol PP harus terpisah dan menjadi berkurang anggota
dalam melakukan penertiban,kurang nya kesadaran bagi pkl dimana Satpol PP
kerapkali datang dan melakukan pendataan dan juga penertiban tanpa adanya
pemberitahuan melalui spanduk. Kinerja Satpol PP Provinsi Jambi dalam
ﬁnengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 dilakukan dengan
Penyusunan Agenda dalam Patroli Rutin, di mana dalam melakukan penertiban
;ﬁ'SatpoI PP selalu menyususn agenda yang akan dilakukan, Melaksanakan
Penertiban PKL, di mana dengan melakukan penertiban agar tidak mengganggu
—pejalan kaki dan Mengevaluasi dan Mentaati Syarat Keselamatan, di mana Satpol
fPP selalu mengedepankan cara-cara humanis dan menaati syarat keselamatan

“kerja.

;l;Kata kunci: Kinerja, Satpol PP Provinsi Jambi, Peraturan Daerah
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ABSTRACT

N AW ordio JoH ©

N

“Name - JUMAIRAH
NIm : 105190084
j:‘l'itle : The Performance of the Civil Service Police Unit in
Q Implementing Regional Regulation Number 14 of 2019
S This thesis aims to find out the inhibiting factors for Satpol PP in
implementing Regional Regulation Number 14 of 2019 concerning the
Implementation of Peace, Public Order and Public Protection related to street
vendors in Jambi City and to find out the efforts of the Jambi Province Satpol PP
in implementing Regional Regulation Number 14 of 2019 regarding the
Implementation of Peace, Public Order and Public Protection related to street
vendors in Jambi City. This research was conducted at Satpol PP Jambi Province
using a descriptive qualitative method, through the stages of observation,
interviews, and documentation. The results of the study show that the inhibiting
factors in implementing Regional Regulation Number 14 of 2019 concerning the
Implementation of Peace, Public Order and Community Protection in Jambi City
include a shortage of personnel, where when there are concurrent activities the
Satpol PP officers must be separated and there are fewer members in controlling
and Lack of Armada, where a burnt-out fleet is an obstacle for Satpol PP and lack
of outreach to street vendors, where Satpol PP often comes to collect data and
“¢ontrol without notification via banners. The performance of the Jambi Province
fr;%atpol PP in implementing Regional Regulation Number 14 of 2019 concerning
;ﬁ'the Implementation of Peace, Public Order and Community Protection in Jambi
cCity, is carried out by preparing the Agenda for Routine Patrols, where in
~tontrolling the Satpol PP always arranges the agenda to be carried out, Implements
fControI Street vendors, where by controlling so as not to disturb pedestrians and
—pvaluating and complying with safety requirements, the Satpol PP always
@rioritizes humane methods and complies with work safety requirements.

'_ Keywords: Performance, Satpol PP Jambi Province, Regional Regulations
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KATA PENGANTAR

ssalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

pYINg NIN Yt 01dio YoH @

Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT,

arena atas berkat rahmat, hidayahnya, yang mana dalam penyelesaian skripsi ini

qulor

A

peneliti selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan
skripsi ini dengan baik. Kemudian shalawat dan salam semoga tetap telimpah
kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya
kejalan yang benar dan dapat dirasakan manifestasinya dalam wujud Imam, Islam
dan amal nyata yang shalih likulli zaman wa makan.
Skripsi ini diberi judul “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam
Mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019”
’:derkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang
;Ejiberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan
i_’ioaik. Oleh karena itu, hal yang pantas peneliti ucapkan adalah kata terima kasih

l
Skepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali

A
i

Tkepada yang terhormat

Z;L Bapak Prof. Dr. Suaidi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi.

ﬁ Bapak Dr. Sayuti, S. Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
-

. Bapak Agus Salim, M.A., M.LLR., Ph.D, selaku Wakil Dekan I, Bidang
Akademik, Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan 11,
Bidang Adminitrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H., Ishaq,
SH., M. Hum, selaku Wakil Dekan Ill, Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
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@
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)
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perundang-undangan dan memelihara ketertiban dan kententraman masyarakat.

Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada peraturan dalam masyarakat

1L
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menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam

rangka mencapai tujuan yang diinginkan.! Tugas kewajiban Kepala Daerah

DAIDY

selain berasal dari tugas yang timbul karena keinginan sendiri sebagai

LING I ol
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perlengkapan daerah atau sebagai Otonomi Daerah dapat juga diperintahkan

WDl O

oleh pimpinan di atasnya. Dalam melaksanakan kewenangan gunamenegakkan
Peraturan Daerah dan keputusan kepala daerah, sebagai salah satu tugas utama
dari Polisi Pamong Praja, tentunya tidak semudah membalikkan telapak

tangan, terlebih dalam melaksanakan wewenang ini Polisi Pamong Praja

NngaAuaLl DP uDywniuoousw oduoy iu s oAdoy

dibatasi oleh kewenangan dalam perubahan yang sifathya menjaga dan/atau

memilihkan ketertiban umum.

|50 JSCLUNS UDy)

Satuan Polisi Pamong Praja sering kali menghadapi berbagai kendala

ICLUOE oYne NI W2 odung undodo yniue oo iU sing

ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan
tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada

munculnya konflik antara polisi pamong dengan masyarakat. Dan untuk

OPMIDS DYDUL UDUNS JO ANSISAIUN DIWD(S| 81018

'Agung Nurrahman, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Memelihara Ketenteraman Dan
etertiban Umum (Studi Pada Penanganan Penyebaran Virus Covid 19 Di Provinsi Dki Jakarta)”,
. Jurnal Tatapamong 2 (1), Maret 2020, him. 4
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O

O
o éi ii menghadapi situasi seperti ini Polisi Pamong Praja harus dapat mengambil
g 0 =
Ejl; ; sikap yang tepat dan bijaksana, sesuai dengan paradigma baru Polisi Pamong
=30
:j ? “':Hj Praja yaitu menjadi aparat yang ramah, bersahabat, dan dapat menciptakan
= C 3 =
:’ ";E:: i suasana harmonis bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam bertindak demi
;%;‘_ —ﬁ tegaknya peraturan daerah. Upaya mengatasi perkembangan dan dinamika
T‘Ei; kegiatan masyarakat seirama dengan tututan era globalisasi dan otonomi
= 00
: ;’ i daerah, maka kondisi tertib dan tentram merupakan suatu kebutuhan
?-Ds; mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupan dan
f ‘; sekaligus untuk melindungi setiap masyarakat.?
E—Eé Jumlah angkatan kerja di Kota Jambi yang tidak seimbang dengan
i:: ketersediaan lapangan kerja merupakan salah satu penyebab terjadinya
;1 31 munculnya pedagang kecil yang beroprasi disepanjang fasilitas umum. Dalam
:’; situasi inilah para pencari kerja lari kesektor informal dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya. Salah satunya usaha informal itu adalah Pedagang Kaki
Lima (PKL) dan juga tempat hiburan malam. Pada hakekatnya, seorang
anggota Satpol PP adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat (dan
bahkan harus) dibilangkan sebagai bagian dari aparat penegak hukum (law

enforcer).

|50 JSCLUINS UDyINgaAusw Dp uoy

Peraturan Daerah melarang bagi PKL dalam berjualan di bahu jalan

yang telah menjadi larangan pemerintah. Sebagaimana disebutkan dalam

A uospnuad ‘uoseodo) uounsnAusd Yo o

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019 menyebebutkan pada

Pasal 33

OPMIDS DYDUL UDUNS JO ANSISAIUN DIWD(S| 81018

2 Ketut Hevy Yushantini, “Tinjauan Kewenangan Antara Satpol Pp Dan Polri Dalam
ﬂ‘/[enmptakan Ketertiban Dan Keamanan”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 6 Tahun 2020, hlm.
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_:r— o ;i (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang berdagang,
? el f 1:* berusaha di bagian jalan/ trotoar, halte, jembatan penyeberangan, jalur
28836 hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya, kecuali tempat-tempat
3 ,:2 3 2 i tertentu yang ditetapkan pejabat berwenang. (2) Setiap orang dilarang
38832 ¢ membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang menggelar barang
3 — :;_: = dagangannya ditempat-tempat terlarang sebagaimana dimaksud pada
87525 ayat (1).

z3cge 2 Pasal 34

26 S 8d :—ﬁ (1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang
13 625 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) harus bertanggung jawab
g ’E:.f: g 8 terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta
EE =9 @ keindahan disekitar tempat berdagang yang bersangkutan®

o =259 =

S&>6

aoB S

gz S Dari peraturan di atas disebutkan bahwa setiap orang, aparatur dan

%L = % badan hukum dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk
E ;—E ? melakukan sesuatu usaha dijalan, jalur hijau, taman dan tempat- tempat umum,
i—fi:j kecuali yang telah diizinkan oleh pejabat yang berwenang. Setiap orang,
é 5 ;1 % aparatur dan badan hukum dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan
% : 1 ; “5 selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan,
j 5—?‘; ; dijalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat- tempat
? ::r:r ; ;_?J yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
> o3
:; E ;: :r- Dari hasil observasi awal penulis menemukan bahwa demi ketertiban
; E :J % umum dan ketentraman masyarakat, Satpol PP Provinsi Jambi diharapkan tidak
Z 53 ~
i_; j%3 f ©  menggunakan cara-cara kekerasan dalam melakukan setiap penertiban,
a 58 n
g éz f melainkan mengedepankan pendekatan persuasif. Satpol PP di Kota Jambi
. jr % dalam melakukan pekerjaannya turun patroli hanya bermodalkan peluit dan
= J
r 3 buku saku pedoman operasional Satpol PP Provinsi Jambi dalam menertibkan
f ::”? PKL yang melakukan jual beli tempat-tempat umum yang menjadi larangan

® Peraturan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Jambi
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harus bergantian berjalan.

Tabel 3.1

==
(B =
0, 4
g3 e
: 3
T o 5 i = bagi pemerintah. PKL di Kota Jambi masih ada yang berjualan di bagian jalan/
-wo 0 f
T DA
@ a3 L—jf ; trotoar, jalur hijau, meskipun telah dilarang namun PKL masih menggelar
=550
b 13 ; “':Hj barang dagangannya ditempat-tempat terlarang seperti di Jembatan Gentala
=aC 3 =
S59 Q@ : - :
2 ~_. — . Arasy tepatnya Kawasan Tanggo Rajo Kota Jambi dimana lokasi tersebut
- )
588 3 . : . .
:’i ‘*:3 T: :ﬁ kerap kali marak PKL yang berjualan di jembatan tempat masyarakat pejalan
a3 . - : : . : :
E g 8 kaki, hal ini sangat mengganggu pejalan kaki karena jalan semakin sempit dan
85
2

Data PKL Kawasan Tanggo Rajo Kota Jambi tahun 2023*

A

|m]
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% No Jenis Kelamin Jumlah Jiwa Keterangan
g 1 Laki-Laki 27 Aktif
; 2 Perempuan 11 Aktif
o o Jumlah 38 Aktif

Penertiban PKL merupakan hal dilematis disatu sisi, pemerintah
menginginkan keindahan tata ruang kota, namun disisi lain PKL haruslah
berjualan untuk menghidupi keluarganya. Untuk itu diperlukan wadah yang

dapat menjadi tempat para PKL agar tidak mengganggu ketertiban umum,

H|50 JaCLUNS UDyiNgaAUSLL Op UDyLWInuoIua oduny iU sijng oAy

karena dengan adanya PKL yang berjualan di Trotoar ataupun di depan kantor

ICLUEE oying M Wz oduog undodo yniues Loiop iU syng oAJDY Y rinies nopo ung

maka itu sangat mengganggu keindahan tatanan Kota. Kehadiran PKL juga
bukan hanya merusak lingkungan dan keindahan wilayah sekitar tempat dia

berjualan, tetapi juga melanggar hak penjalan kaki dan pengguna jalan raya.

IPPNIDS DUDUL UDULNS JO AJISISAIUN DILUDIS| S04

* Wawancara dengan Rahmat Irsan, Kepala Bidang Perundang Undang Daerah Satpol PP
Provinsi Jambi, Tanggal 5 April 2023.
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Demi eksistensi PKL maka diperlukan penataan. Penataan tersebut dilakukan
oleh petugas atau aparatur pemerintahan yang menangani masalah tersebut.
Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik
untuk menyusun skripsi dengan judul: “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor
14 Tahun 2019”.
Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan
sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah
Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019, terkait PKL di Kota Jambi?

2. Bagaimana kinerja Satpol PP Provinsi Jambi dalam mengimplementasikan
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019,terkait PKL di Kota
Jambi?

Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas yang
menyebabkan pembahasan menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah
yang telah penulis buat sebelumnya maka penulis memberikan batasan masalah
ini hanya membahas tentang kinerja Satuan Polisi Pamong praja dalam
mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun

20919,dalam hal ini PKL Kota Jambi di Jembatan Gentala Arasy
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. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
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1. Tujuan Penelitian
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Dengan adanya semua perumusan masalah di atas, diharapkan
adanya suatu kejelasan yang dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini.
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui faktor penghambat Satpol PP dalam
mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14
Tahun 2019,terkait PKL di Kota Jambi.

b. Untuk mengetahui Kkinerja Satpol PP Provinsi Jambi dalam
mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jambi No 14 Tahun

2019, terkait PKL di Kota Jambi.

Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

ICLUOE oYne NI W2 odung undodo yniue oo iU sing
LS50 JSCLWNS UDyiNg@Auawl op uoy

Secara teoritis, penulis meyakini bahwa penelitian ini akan dapat
menjadi bahan kajian ilmiah dan sebagai komitmen terhadap gagasan logis
untuk melengkapi pemikiran yang memiliki arah perbaikan bagi ilmu
pemerintahan. Selain itu, penulis juga percaya bahwa penelitian ini dapat
juga digunakan sebagai sumber bahan perspektif bagi para ahli yang

menganalisis objek-objek yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

WDT UppPNing DUDYL UDYLNS JO AJSISAIUn DILWDISL, 91018
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0, 7
o

o)

é a. Penilitian ini bermaanfaat untuk digunakan dalam mengambangakan
; serta menganalisis permasalahan terkait Kinerja Satpol PP dalam
? Mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14
2

. Tahun 2019

Q

[—ﬁ b. Sebagai pengetahuan untuk mahasiswa yang berminat untuk melakukan

penelitian yang sejenis dengan topik penelitian ini yaitu mengenai
Kinerja Satpol PP dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah
Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019 .

c. Hasil dari penelitian ini dapat berguna menjadi informasi bagi seluruh
masyarakat di Indonesia untuk lebih mengenal Peraturan Daerah

Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019

d. Serta dapat menjadi bahan oleh mahasiswa dengan menyelesaikan gelar
sarjana (S.I) Strata Satu di Universitas Sultan Thaha Saifuddin Jambi
dengan prodi Juruan limu Pemerintahan.
Metode Penelitian
1. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di kantor Satpol PP Provinsi Jambi
dalam menertibkan PKL yang berada di Gentala Arasy. Waktu penelitian ini
akan dilakukan dari bulan April-Juni 2023 dalam mengetahui kinerja Satpol PP
dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14

Tahun 2019.
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2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian Studi Lapangan
(Field Research) yang bersifat kualitatif Penelitian kualitatif yaitu penelitian
yang menggambarkan dan memaparkan hasil penelitian secara objektif
terhadap keadaan dan karakteristik pelaku yang ditemui di ®> Atau dengan kata
lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau
keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui
dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang
dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang
pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.
3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis
normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber hukum
sekunder, dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi yuridis.
Penelitian hukum normatif merupakan kepustakaan, yaitu penelitian terhadap
data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-
surat pribadi, buku-buku, sampai dengan dokumen resmi yang dikeluarkan
oleh Pemerintah.® Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data
yang objektif dalam rangka mengetahui penelitian ini tentang keselamatan
kerja Satpol PP Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas di Kota Jambi.

Menurut Sugiyono menyatakan bahwa “Metode penelitian kualitatif adalah

JLUE
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>Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta,

009), him. 9.

®Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT Raja Grafindo

. Persada, 2011), him. 22.
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metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang
alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai
instrumen kunci.” Merriam menambahkan. kualitatif adalah suatu rencana dan
cara yang akan digunakan peneliti untuk meneliti pada kondisi objek yang
alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen),® dimana peneliti adalah
sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara
triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil
penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
4. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder.
Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Data Primer yang penulis ambil dari informasi di lapangan melalui
observasi dan wawancara di lokasi penelitian, data primer yang dimaksud
dalam penelitian ini adalah: 1 (satu) Kepala Satpol PP Provinsi Jambi, 2

(dua) pegawai Satpol PP Provinsi Jambi, 8 (dealapan) PKL di Kota Jambi.

o

Data sekunder yang penulis ambil berupa dokumentasi, literatur, pustaka
lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sumber data penelitian ini terdiri dari, manusia, situasi/ peristiwa, dan
dokumentasi. Sumber data manusia berbentuk perkataan orang yang bisa
memberikan data melalui wawancara. Sumber data yang berbentuk suasana/
peristiwa berupa suasana yang bergerak ataupun lisan, meliputi ruangan,

suasana, dan proses. Sumber data tersebut merupakan objek yang akan

Ry
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’Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D,, him. 9.
8Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: CV. syakir Media Press,

021), 43
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0, 10
o
o)
e éi 5. diobservasi. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah peristiwa atau
sag 0 =
T g0 — . . . .. - . .. - -
;[j E z kejadian, dimana dalam penelitian ini peristiwa dijadikan sumber data adalah
=3 U
~..j; “':Hj penelitian ini tentang keselamatan kerja Satpol PP Provinsi Jambi dalam
3832 3
=0 & o . . . .
2 ~_. c . melaksanakan tugas di Kota Jambi. Pelaksana pemberi kewenangan, di mana
c gl Q
= 0O C
c93 :—ﬁ dalam hal ini Satpol PP Provinsi Jambi di Kota Jambi yang dapat memberikan
= 3 —
© o 2
E el i informasi dapat dilakukan melalui wawancara dan lainnya dan dokumentasi,
= 0
= g . . . . ..
“_J -’ di mana sumber data yang diambil dari dokumen ini berupa data dalam bentuk
1
T’s i laporan, catatan peristiwa, keterangan, jumlah permasalahan, dan lain

S F sebagainya.

B

3 =

L=

- —] 5. Unit Analisis

33

< Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah kinerja Satpol PP Provinsi
g0

5 Q

8 < Jambi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor

14 Tahun 2019. Penetapan unit analisis tersebut, karena penelitian yang
dilakukan tidak menggunakan popupasi dan sampel, namun hanya
menggunakan dokumen-dokumen dari Dinas Pariwisata informasi- informasi
yang berasal dari aparat-aparatnya saja. Peneliti menggunakan teknik

purposive sampling, Menurut Sugiyono purposive sampling adalah penentuan

|50 JSCLUINS UDyINgaAusw Dp uoy

informan berdasarkan karakteristik tertentu yang mana diambil hingga taraf
tercukupi data yang dibutuhkan peneliti,.? Informan dalam penelitin ini dipilih

berdasarkan kewenangan dan keilmuan yang dimilikinya, dan juga kesediaan

® 1bid, him. 85.
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informan stersebut dalam memberikan informasi yang dianggap mampu
mewakili yang lain, yaitu:

. 1 (satu) Kepala Satpol PP Provinsi Jambi

. 2 (dua) pegawai Satpol PP Provinsi Jambi

8(delapan PKL di Kota Jambi

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam observasi ini, penulis terlibat dengan kegiatan sehari-hari
orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data
penelitian. Martinis Yamin menyatakan bahwa “dalam observasi
partisipatif peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan
apa yang mereka ucapkan, dan berpatisipasi aktif dalam aktiivitas
mereka.”'® Penelitian partisipatif ini kemudian dikhususkan lagi menjadi
partisipasi pasif (passive participation) artinya peneliti datang ke tempat
kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan
tersebut. Obyek observasi dinamakan situasi sosial yang terdiri atas:
1) Place, tempat dimana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung.
2) Actor, pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu.
3) Activity, kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang

sedang berlangsung.
Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka, penulis

memilih observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu teknik

L

—

LU |

i~
bt

Martinis Yamin, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kualitatif dan Kuantitatif,

Jakarta Komplek Kejaksaan Agung, Cipayung, 2009), him. 79.
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pengamatan dimana peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang
dilakukan oleh objek yang diselidiki. Observasi ini dilakukan dengan
mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian, yaitu dengan
meminta pandangan mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh

Satpol PP Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas di Kota Jambi.

i~
et

Observasi yang dilakukan penulis dalam skripsi ini terhadap subyek

Buopun-BuopuniBunpug opdiD yoH
QUUDT BULNS NN Al 5]

menggunakan pedoman observasi yang disusun sebagai berikut:

yrunjas noyo uop uoiboges dynBuaw Buouopg |

ouad uobuguaday ynun ciuoy uodnBusd o

a) Mencatat kesan umum subyek: penampilan, pakaian, tingkah laku,

S F cara berfikir.

33 b) Interaksi sosial dan tempat lingkungan.

5 g )

S —] c) Ekspresi saat wawancara dan Bahasa tubuh saat wawancara.

3 3

£ 5 b. Wawancara

@0

g ¢ Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam
suatu topik tertentu. Wawancara ini penulis gunakan untuk mendapatkan
permasalahan yang diteliti, berupa perkataan dari informan di lapangan,
dan juga untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi

|50 JSCLUINS UDyINgaAusw Dp uoy

terstruktur (semistructure interview) dimana pelaksanaannya lebih bebas
bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

Alat-alat yang digunakan penulis dalam wawancara adalah buku
catatan, laptop, dan camera karena penulis menggunakan wawancara

catatan lapangan. Hal ini bermanfaat untuk mencatat dan
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mendokumentasikan semua percakapan dengan sumber data, dimana
kesemuanya telah digunakan setelah mendapat izin dari sumber data.
Karena wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur. Dalam skripsi
ini, penulis menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada

subyek dengan menggunakan dokumntasi catatan lapangan. Adapun

i~
et

pedoman wawancara yang telah disusun sebagai berikut:

Buopun-BuopuniBunpug opdiD yoH
QUUDT BULNS NN Al 5]

1) Latar belakang, lingkungan dan keselamatan kerja Satpol PP Provinsi

yrunjas noyo uop uoiboges dynBuaw Buouopng *|

ouad uobuguaday ynun ciuoy uodnBusd o

Jambi dalam melaksanakan tugas di Kota Jambi.

:r % 2) Kinerja Satpol PP dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah
E—E é Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019
i:j 3) Faktor penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah
;1 31 Provinsi JambiNomor 14 Tahun 2019
:;; 4) Upaya Satpol PP Provinsi Jambi dalam mengimplementasikan

Peraturan Daerah Provinsi jambi Nomor 14 Tahun 2019
5) Hasil pencapaian dan harapan.
c. Dokumentasi
Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang

bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di Satpol PP Provinsi

|50 JSCLUINS UDyINgaAusw Dp uoy

Jambi yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Nasution
menyatakan dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir

atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang
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=] sesuai dengan masalah yang diteliti. ** Dalam hal ini dokumentasi diperoleh
; melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang di teliti.
“':{j Adapun di dalam skripsi ini penulis mengumpulkan data mengenai sejarah,
=
,_ﬁ visi-misi, profil, serta bukti-bukti dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan
Q
3

oleh Satpol PP Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas di Kota Jambi.
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7. Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya,
menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan
membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Aktivitas analisis
data yaitu reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan lalu
diverifikasi.
a. Reduksi Data
Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan
perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul
dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak
pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode,
menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya
dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan.
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting. Adapun data yang direduksi akan
memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

“Hardini, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (Yogyakarta: CV. Pustaka IImu
roup Yogyakarta, 2020), 73

o

LU |

i~
bt



nBogas yoduociadwsal Buniong 7

Buo A unBuyuaday uoyIGnIsw JoOf

15

HIOONAYE YHYHL NYHLTS
o3 £

Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui catatan lapangan dan
wawancara, kemudian data tersebut dirangkum, dan diseleksi sehingga

akan memberikan gambaran yang jelas kepada penulis.
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b. Penyajian Data
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Penyajian data merupakan penyusunan sekumpulan informasi dari
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reduksi data yang kemudian disajikan dalam laporan yang sistematis dan
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mudah dipahami. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks

yrunjas noyo uop uoiboges dynBuaw Buouopg |

naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan

bagan. Penyajian data juga dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat,

A

|m]

Aoy uosynuad uoipiauad ‘uoypipuad uoBuguaday ynun

bagan antara kategori dan sejenisnya.Dalam penulisan kualitatif, penyajian

NG MIn e

data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar

kategori dan sejenisnya, tetapi yang paling sering digunakan adalah teks

WDl O

yang bersifat naratif dan di dalamskripsi ini peneliti menggunakan teks
yang bersifat naratif. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan
data sesuai dengan sub bab-nya masing-masing. Data yang telah didapatkan
dari hasil wawancara, dari sumber tulisan maupun dari sumber pustaka.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teks yang bersifat naratif.

c. Kesimpulan/Verifikasi

H|50 JaCLUNS UDyiNgaAUSLL Op UDyLWInuoIua oduny iU sijng oAy

Langkah yang terakhir dilakukan dalam analisis data kualitatif

ICLUEE oying M Wz oduog undodo yniues Loiop iU syng oAJDY Y rinies nopo ung

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang

e vosinuad ‘uododo] uounsnAusd Ty o

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak

ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data

oS U "I:::!-,_J!_ noo

berikutnya. Kesimpulan dalam penulisan kualitatif merupakan temuan baru
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i é yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau
o =
E ; gambaran suatu obyek yang sebelumnya kurang jelas sehingga menjadi
)
Z ? jelas setelah diteliti.
= =
c . Dari ketiga metode analisis data di atas penulis menyimpulkan
o O
o
G :—ﬁ bahwa, ketiga metode ini yang meliputi reduksi data, penyajian data dan
— —
B kesimpulan akan penulis lakukan setelah semua data telah diperoleh
!

melalui wawancara catatan lapangan, dan juga memudahkan penulis di
dalam mengetahui dan menarik kesimpulan tentang keselamatan kerja
Satpol PP Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas di Kota Jambi.

8. Jadwal Penelitian

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti membuat jadwal agar dalam
menyusun karya hasil penelitian terarah dan memudahkan dalam kegiatan
penelitian serta menunjukkan apa yang harus dilakukan serta memberikan
motivasi bagi peneliti untuk mencapai target dalam penyelesaian proposal

skripsi dan perkuliahan tepat waktu. Berikut ini alur jadwal penelitiannya:
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1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya fulls ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslhi;
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KERANGKA TEORI
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O Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari
pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara
mengerjakannya. Kinerja adalah perilaku kerja yaitu apa yang dilakukan
karyawan. Kinerja adalahpelaksanaan fungsi — fungsi yang dituntut dari seseorang.
Kinerja adalah suatu perbuatan, suatu prestasi, atau apa yang diperlihatkan
seseorang melalui ketrampilan yang nyata.*?

Kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan
kegiatan atau menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil

;;eperti yang diharapkan.®® Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-

%ungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu

?ﬁt‘ertentu. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah

f.:'suatu hasil pekerjaan atau prestasi kerja yang dilakukan oleh seseorang atau
D
sekelompok orang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab

Syang diberikan kepadanya yang didasarkan atas dasar pengalaman, dan

~kesanggupan serta waktu.

12 Ridwan, Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang
aki Lima (Studi Kasus Pasar Peureulak Gampong Keude Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh
imur). Universitas Medan Area, 2019, him. 33

BMahmudi. Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Revisi. (Yogyakarta: UPP STIM
KPN, 2019), him. 34
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. Kebijakan Publik
Kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah capaian dapat mencapai
juannya tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik,

aka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan

wor r;n,u NS NIN liw ©1diD 3OH @

.\
e

~dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau
turunan dari kebijakan tersebut.* Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang
atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik
penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Menurut Dedy
Mulyadi kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang,
kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan
hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan
,Jgebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Maka, dalam
?belaksanaan usulan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas,
%nenurut perspektif agama Islam dalam al-Qur’an surat an-Nahl ayat 125 bisa

:Jmenjadi dasar melaksanakan tahap-tahap kebijakan publik:

G Al Basy wdl el Usdl ag Ll ) g

337

Jiwb»lc'm ~AJ--UJ= Laum,elf—'auﬂm ,fo-l

rtinya: serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran
yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya
Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari
jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat
petunjuk.®®

 Dedy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik, dan Pelayanan Publik, (Bandung: ALFABETA,
?018) him. 24
15 QS. an-Nahl (16):125
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Allah menyuruh Rosullullah agar mengajak makhluk kepada Allah dengan
"hikmah, yaitu Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara

yang hak dengan yang bathil. Firman Allah: “dan bantahlah mereka dengan cara

QU o DUl r‘.g NIN 1w Dy

yang baik,” berdialoglah dengan mereka dengan lembut, halus, dan sapaan yang
sopan.®

Firman Allah ini memerintahkan kepada kita agar melakukan dialog
dengan suatu kebijaksanaan (policy) dan penyampaian lisan yang benar sehingga
berlangsung sebaik mungkin. Hal ini, memberi pemikiran penting dalam
pelaksanaan tahap-tahap kebijakan publik pada umumnya dan mengenai
implementasi kebijakan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok

aktor politik dengan tujuan yang telah dipilah beserta cara-cara untuk

1DIS

1 mencapainya dalam suatu situasi, dimana keputusan-keputusan itu pada

Kebijakan Publik yang sesuai dengan Islam adalah kebijakan umum yang

1 2ILD[5] &

melahlrkan kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat. Kebijakan Publik berorientasi

,Syarlah Adalah kebijakan umum yang melahirkan kemaslahatan atau

lslamlur

kesejahteraan rakyat dengan pilar utama terpenuhinya tujuan syariah (magashid
“syari'ah).  Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain

Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala

®Ar-Rifa’l, Muhammad Nasib. Tafsir Ibn-Katsir jilid-2. (Jakarta: Gema Insani Press,
. 2007), him.1078-1079
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Daerah, Keptusan Kepala Dinas.}’ Menurut Anderson dalam Mukhlis Hamdi
sebagai berikut:

Kebijakan merupakan sebagai suatu rangkaian rindakan bertujuan yang
diikuti oleh sesorang atau sekelompok actor berkenaan dengan suatu
masalah atau suatu hal yang menarik perhatian. kebijakan setidaknya harus
memenuhi empat hal penting yakni; (1) tingkat hidup masyarakat
meningkat, (2) terjadi keadilan : By the law, social justice, dan peluang
prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi
masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan
implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan. *®

WD pUINS NIN >||!LM p1diD JYOH @

i~
et

Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan
berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan,
yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya
pedoman-pedoman kebijakan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada

L7
rw'masyarakat atau kejadian-kejadian.’® Pengertian implementasi di atas apabila

’[‘.
& dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya
)

d

:%.dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan
kemudlan didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi

sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai

dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu

ng 4«

_uupaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan

oU

— dalam urutan waktu tertentu. Proses implementasi kebijakan publik baru dapat

17

slvielv]]

Regina Veranty Damopolii, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam
LPelayanan Kesehatan Masyarakat (Studi di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu)”,
kr|p5| jurusan ilmu pemerintahan FISIP UNSRAT Manado, 2011, him. 2

'8 Mukhlis Hamdi, Kebijakan Publik, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), him. 36

9 Herman, “Kebijakan Pemerintah Kota Bitung Dalam Meningkatkan Sarana Dan
rasarana Puskesmas Kecamatan Lembeh Utara”, Skripsi: Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP-Unsrat, 2011, him. 5
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%dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program

itelah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan

+

ouln

wior

.\
et

L

tersebut.

C. Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik

Menurut Mukhlis Hamdi, tahapan—tahapan kebijakan publik terdiri
atas beberapa tahapan berikut:*°
1. Tahap penyusunan agenda setting

Pada tahap ini, para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan
masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah publik
berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda
kebijakan. Kemudian, barulah pada akhirnya beberapa masalah masuk ke
dalam agenda kebijakan. Pada tahapan agenda setting, suatu masalah
mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain
ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena
alasan—alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas
oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk
kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut
berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Pada tahap
ini masing—masing aktor akan mengusulkan pemecahan masalah yang

terbaik.

% Mukhlis Hamdi, Kebijakan Publik, him. 79-85
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3. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan, pada

DUINS NIN AW 01diD 3YoH

) uodynBuayg -q

akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan diadopsi dengan dukungan dari

mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan
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4. Tahap implementasi kebijakan

Keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif

yrunjas noyo uop uoiboges dynBuaw Buouopg |
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pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh

A

|m]
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badan—badan administrasi maupun agen—agen pemerintah di tingkat bawah.

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi

NG MIn e

yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap

WDl O

implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa
implementasi kebijakan mendapat dukungan dari pelaksana, namun
beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.
5. Tahap evaluasi kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau

dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat mampu

H|50 JaCLUNS UDyiNgaAUSLL Op UDyLWInuoIua oduny iU sijng oAy

memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk

ICLUEE oying M Wz oduog undodo yniues Loiop iU syng oAJDY Y rinies nopo ung

meraih dampak yang diinginkan. Tujuannya, adalah memperbaiki masalah
yang akan dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukanlah ukuran-
ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai kebijakan

publik telah menarik dampak yang diinginkan.
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E If:* 5 Tahap evaluasi kebijakan dapat dipandang sebagai akhir proses
D20 -
_2 = i kebijakan dan dapat juga diartikan tidak. Sebab, setelah tahap evaluasi
233 -
253 3 kebijakan masih ada tahap perubahan dan terminasi kebijakan. Kedua
c f C; tahapan ini dilaksanakan setelah masalah dankegagalan kebijakan
S 2 diidentifikasi.
[:
™

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam melakukan
pekerjaan maka diperlukan suatu indikator demi tercapainya pekerjaan itu
sendiri, karena penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat
penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasialn suatu
organisasi dalam mencapai misinya. Penulis akan menggunakan teori ini
untuk mengetahui seberapa berhasilkan kinerja Saupol PP Kota Jambi
dalam keselamatan kerja Satpol PP Provinsi Jambi dalam melaksanakan
tugas di Kota Jambi.

. Implementasi

Implementasi adalah adanya suatu kegiatan, tindakan,aksi atau
mekanisme sistem yang mengarah pada adanya bukan hanya suatu
kegiatan, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan suatu kegiatan yang

dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Ada beberapa jenis implementasi,

[0 JSCLUINS uDyiNgaAuall Op uoywinuoousw oduny i sng oAdoy yrunes noyo uop uoifogeas dunbusaw Buououg *|

yaitu implementasi Kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya

e vosinuad ‘uododo] uounsnAusd Ty o

merupakan sarana yang dengannya suatu kebijakan dapat mencapai
tujuannya. Lester dan Stewart menjelaskan bahwa penegakan kebijakan

adalah alat manajemen hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur

oS U "I:::!-,_J!_ noo

dan teknik bekerja sama untuk mengimplementasikan kebijakan untuk
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o)
—g 3
R . . N : o
g?? = mencapai efek atau tujuan yang diinginkan dan implementasi sistem
= 5= _
(o} [:."l o
; 3 & i adalah langkah-langkah atau prosedur yang diambil untuk menyelesaikan
gas ¢
cgg 3 - . : y .
:; 8 o desain sistem yang disetujui, menginstal, menguji, dan memulai sistem
-u.:l LA _'_T ¢
u; S : C; baru atau yang ditingkatkan.**
=09 O _
%7 -2 S E. Pemerintah Daerah
T A 0
2- : @ Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang Undang Nomor
:3 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
L 3
2

i’g urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan
5 :i Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan
r;iz dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
?_r;g Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
i,_ E Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Susunan dan tata

cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18 ayat (7)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing

|50 JSCLUINS UDyINgaAusw Dp uoy

daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia.??

2! Dedy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik, dan Pelayanan Publik, him. 26
ZAni Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan
Apllkasmya (Malang: Sinar Grafika, 2017), him.1
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Kerangka Konseptual

1. Implementasi Kebijakan
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puad uobuguaday ynun oiuoy uodpnbuad "o

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan

UL DY

publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan
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dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian
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aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat

sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang

d 'uoyp

diharapkan. Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan,
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a. Komunikasi

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi
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kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity).
Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah
transmisi.

b. Sumber-sumber.
Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan

meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk
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melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas

ICLUOE oYne NI W2 odung undodo yniue oo iU sing

yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik

c. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku.
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#gplichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi,ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara, (Jakarta: Bumi aksara, 2004), him. 7
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Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sartika dkk, mahasiswa UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, ditulis pada tahun 2019, dengan judul
“Strategi Komunikasi Humas Satuan Polisi Pamong Praja Jambi Menjaga
Ketertiban Pedagang Kaki Lima.”® Penelitian ini dilatarbelakangi oleh
kurangnya kesadaran pedagang kaki lima untuk menjaga ketertiban, masih ada
pedagang kaki lima Jalan Letjen Haryono Telanipura yang berjualan tidak
sesuai dengan Peraturan mereka berjualan pada jam kerja antara pukul 06.00
s/d 16.00 WIB. Sebagai aparat Penegak Peraturan Daerah Satuan Polisi
Pamong Praja dalam penyampaian informasi di bantu Humas dalam
menyampaikannya. Dari persoalan tersebut mendorong penulis untuk
melakukan penelitian untuk mengetahui Strategi KomunikasiHumas Satuan
Polisi Pamong Praja dalam Menjaga Ketertiban Pedagang Kaki Lima
Pendekatan Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. untuk
menjelaskan apa yang terjadi secara lengkap, dengan menggunakan data primer
dan skunder sebagai jenis data dan sumber data yang diperoleh melalui Humas
(Kepala Satuan, Kasubag Umum dan Kepegawaian, Seksi Ketertiban Umum)
dan Pedagang Kaki Lima di Kec. Telanaipura. Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Dari
pengumpulan data tersebut dilakukan tiga analisis data yang berupa analisis
data, yang berupa reduksi data dan dan vertifikasi data. Hasil penulis temukan

bahwa Strategi Komunikasi Humas menjaga Ketertiban Pedagang Kaki Lima

y
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.-
bt

“gartika dkk, Strategi Komunikasi Humas Satuan Polisi Pamong Praja Jambi Menjaga

Ketertiban Pedagang Kaki Lima., UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019, him. 3
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yaitu: komunikasi persuasif, komunikasi melalui surat dan komunikasi

sosialisasi.
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Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Evi Lestari, mahasiswa Program

oAuoy uodynBuasd o

Studi IImu Administrasi Negara Fakultas IImu Sosial Dan Politik Universitas
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Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, ditulis pada tahun 2017, dengan judul
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“Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang

Dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima™,?® Tujuan penelitian ini adalah untuk

yrunjas noyo uop uoiboges dynBuaw Buouopg |

memberikan gambaran bagaimana kinerja Satpol PP Kota Magelang dan

A

|m]

Aoy uosynuad uoipiauad ‘uoypipuad uoBuguaday ynun

bagaimana dampak atau akibat tindakan Satpol PP dalam hal penanganan PKL.

Metode yang digunakan adalah study kasus dengan pendekatan kualitatif

NG MIn e

dengan cara Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan

WDl O

adalah wawancara, observasi, dan study dokumentasi. Adapun hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP Kota Magelang sudah cukup baik.
Kinerja Satpol PP dikatakan baik dilihat dari aspek akuntabilitas, efektivitas,
efisiensi dan responsibilitas kinerja dari pegawai Satpol PP Kota Magelang
yang telah berusaha menangani pedagang kaki lima

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Farhan Al’Afif Fahmi Program

H|50 JaCLUNS UDyiNgaAUSLL Op UDyLWInuoIua oduny iU sijng oAy

Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

ICLUEE oying M Wz oduog undodo yniues Loiop iU syng oAJDY Y rinies nopo ung

Institut Pemerintahan Dalam Negeri ditulis pada tahun 2022, dengan judul

e vosinuad ‘uododo] uounsnAusd Ty o

“Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima

OPMIDS DYDUL UDUNS JO ANSISAIUN DIWD(S| 81018

;':_:.

=

; % Evi Lestari “Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang
=] =Dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima”, Jurnal STEI Ekonomi, Vol. 29 No. 02, Desember 2020,
E: jﬂm. 4

o O

8 3

= o)



HIOONAYE YHYHL NYHLTS
]

Bogas yoAuociadwawl Butuo)g 7

5

O3 Y un|e

DAID

"
L

ICLUOE oYne NI W2 odung undodo yniue oo iU sing

odynbusd g

oAuoy uodynBuasd o

U

o BuoA uobuyuasday uoyiGnisw y

Ao uosynuad ‘uoijauad ‘U

LINS MM I
H|50 JaCLUNS UDyiNgaAUSLL Op UDyLWInuoIua oduny iU sijng oAy

WDl O

o G G S

uad uobuguaday ynun

Al

e vosinuad ‘uododo] uounsnAusd Ty o

oS U "I:::!-,_J!_ noo

"D DSIOUL N}

=,
a
- |
[
3
.
2
)
Q
3
w1
]
or
Q
Q
a
=
(o
o
!
a
a
-
1
5
o

A0H

-
4

Buopup-Buopun Bunpuyg opd)

o

12 YOH

i~
LA

WD DUINS NIN A1l D

i~
et

31

Di Kabupaten Kampar”,?’ Penelitian ini dilatarbelakangi karena meningkatnya
jumlah Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kampar yang tidak tertib, sehingga
menimbulkan kesemrawutan dan mengganggu pengguna jalan yang
menggunakan trotoar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
kinerja Satpol PP dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima
dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Satpol PP serta upaya mengatasi
kendala tersebut dalam upaya penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten
Kampar. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif
deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi,
wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Kkinerja
Satpol PP Kabupaten Kampar dalam penertiban pedagang kaki lima sudah
cukup baik namun belum maksimal, karena masih ditemukannya beberapa
kendala dalam pelaksanaan penertiban. Hal ini dibuktikan melalui teori kinerja
yang digunakan pada penelitian ini ialah melalui dimensi kualitas, kuantitas,
ketepatan waktu, efektivitas dan kemandirian. Oleh karena itu Pemerintah
Daerah harus sesegera mungkin memberikan solusi terbaik untuk menertibkan
pedagang kaki lima di Kabupaten Kampar, agar lebih tertib dan tidak
mengganggu ketentraman serta kenyamanan masyarakat lainnya. Dan para
pedagang kaki lima harus mempunyai kesadaran untuk selalu menaati aturan
yang berlaku dan tertib terutama saat adanya pengawasan maupun penertiban

oleh Satpol PP agar terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat

AP NIPS DYDYL UDYYNS JO AJISISAIUN DILUD(S| 8101S

2" Farhan AI’Afif Fahmi, “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban

edagang Kaki Lima Di Kabupaten Kampar”, Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

=Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jurnal Tatapamong 4 (1),
. Maret 2022:, him. 4
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Dari beberapa contoh hasil penelitian di atas, maka dapat digambarkan
beberapa persamaan dan perbedaannya. Persamaan proposal ini dengan hasil-
hasil penelitian sebelumnya adalah pada salah satu variabel yang digunakan
dalam membahas peranan pemerintah dalam hal ini Satpol PP. Sedangkan,
perbedaan antara proposal ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya adalah
pada peraturan yang digunakan. Pada proposal ini kajian lebih difokuskan
untuk menjelaskan secara deskriptif mengenai membahas Peraturan Daerah

Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019.



LU B BUINE MW Wizl odung

HIOONAYE YHYHL NYHLTS
o3 £

undodo ynjusq Wojop il sng odany Yyrunjas nopo uop uninbogas 3 oAuociadlawl Bunio)jg 7

) uodynBuayg -q

oy uodunBuad "o

{oa BuoA uoBuyuadsy uoyBnisw Jof

oy uosinuad ‘uDiyauad ‘uopipuad uobuuaday yniun o4

NG MIn e

WDl O

A

1odo) uounsnAuad yoru) oA

A uospnuad ‘uo

oS U "I:::!-,_J!_ noo

"D DSIOUL N}

g
a
- |
[
3
.
2
)
Q
3

Buopup-Buopun iBunpugg oD Yoy

|50 JSCLUINS uDyiNgaAusll Dp uoywnuoouaw oduoy iw syny oAdoy yrunes noyo uop uoifogas

A IS

BAB Il
GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

. Aspek Geografis

Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi

[QUARI PYINS NIN i 4dID 3OH @

Dengan berakhirnya masa kesultanan Jambi menyusul gugurnya Sulthan
Thaha Saifuddin tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya Belanda menguasai
wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, maka Jambi ditetapkan sebagai Keresidenan
dan masuk ke dalam wilayah Nederlandsch Indie. Residen Jambi yang pertama
O.L Helfrich yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Belanda
No. 20 tanggal 4 Juli 1906 dan pelantikannya dilaksanakan tanggal 2 Juli 1906. %

Kekuasan Belanda atas Jambi berlangsung + 36 tahun karena pada tanggal

.9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada Pemerintahan Jepang. Dan pada

?;14 Agustus 1945 Jepang menyerah pada sekutu. Tanggal 17 Agustus 1945

%iproklamirkanlah Negara Republik Indonesia. Sumatera disaat Proklamasi

_'jersebut menjadi satu Provinsi yaitu Provinsi Sumatera dan Medan sebagai

—
ﬁbukotanya dan MR. Teuku Muhammad Hasan ditunjuk memegangkan jabatan

A
)
c
o
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=
>
c
=
5
<
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Pada tanggal 18 April 1946 Komite Nasional Indonesia Sumatera bersidang
i Bukittinggi memutuskan Provinsi Sumatera terdiri dari tiga Sub Provinsi yaitu
ub Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Sub

rovinsi Sumatera Tengah mencakup keresidenan Sumatra Barat, Riau dan Jambi.

i

DSHUDLL URULNS JO

!

arik menarik Keresidenan Jambi untuk masuk ke Sumatera Selatan atau Sumatera

% Dokumentasi lapangan, profil Satpol PP Provinsi Jambi, pada 5 April 2023

IQUDI Upp

33
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| engah ternyata cukup alot dan akhirnya ditetapkan dengan pemungutan suara

l

ﬁada Sidang KNI Sumatera tersebut dan Keresidenan Jambi masuk ke Sumatera

;—fl'engah. Sub-sub Provinsi dari Provinsi Sumatera ini kemudian dengan undang-

{Q%Jndang nomor 10 tahun 1948 ditetapkan sebagai Provinsi.

S Dengan UU.No. 22 tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah
keresidenan Jambi saat itu terdiri dari 2 Kabupaten dan 1 Kota Praja Jambi.
Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin yang mencakup
Kewedanaan Muara Tebo, Muaro Bungo, Bangko dan Batanghari terdiri dari
kewedanaan Muara Tembesi, Jambi Luar Kota, dan Kuala Tungkal. Masa terus
berjalan, banyak pemuka masyarakat yang ingin keresidenan Jambi untuk menjadi
bagian Sumatera Selatan dan dibagian lain ingin tetap bahkan ada yang ingin

,Jperdiri sendiri. Terlebih dari itu, Kerinci kembali dikehendaki masuk Keresidenan

?;]ambi, karena sejak tanggal 1 Juni 1922 Kerinci yang tadinya bagian dari

?_Kesultanan Jambi dimasukkan ke keresidenan Sumatera Barat tepatnya jadi bagian

ari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci (PSK)

Tuntutan keresidenan Jambi menjadi daerah Tingkat | Provinsi diangkat

alam Pernyataan Bersama antara Himpunan Pemuda Merangin Batanghari

“(HP.MERBAHARI) dengan Front Pemuda Jambi (FROPEJA) Tanggal 10 April

ne 1o

954 yang diserahkan langsung Kepada Bung Hatta Wakil Presiden di Bangko,
~yang ketika itu berkunjung kesana. Penduduk Jambi saat itu tercatat kurang lebih
00.000 jiwa (tidak termasuk Kerinci)

Keinginan tersebut diwujudkan kembali dalam Kongres Pemuda se-Daerah

OPNDSRHURYL L,LL,

’ilambi 30 April — 3 Mei 1954 dengan mengutus tiga orang delegasi yaitu Rd.

IquIDI
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bduIIah AT Hanafiah dan H. Said serta seorang penasehat delegasi yaitu Bapak

yamsu Bahrun menghadap Mendagri Prof. DR.MR Hazairin. Berbagai kebulatan

DL NS MIN

tekad setelah itu bermunculan baik oleh gabungan parpol, Dewan Pemerintahan

;’—Marga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merangin, Batanghari. Puncaknya pada

1l
L LA

“kongres rakyat Jambi 14-18 Juni 1955 di gedung bioskop Murni terbentuklah
wadah perjuangan Rakyat Jambi bernama Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD)
untuk mengupayakan dan memperjuangkan Jambi menjadi Daerah Otonomi
Tingkat | Provinsi Jambi.

Pada Kongres Pemuda se-daerah Jambi tanggal 2-5 Januari 1957 mendesak
BKRD menyatakan Keresidenan Jambi secara de facto menjadi Provinsi selambat-
lambatnya tanggal 9 Januari 1957 . Sidang Pleno BKRD tanggal 6 Januari 1957

,J‘pukul 02.00 dengan resmi menetapkan keresidenan Jambi menjadi Daerah

?,Otonomi Tingkat I Provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat

%an keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. Dewan Banteng selaku penguasa

_'?bemerintah Provinsi Sumatera Tengah yang telah mengambil alih pemerintahan

—
}'fProvinsi Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyohardjo pada tanggal 9

SJanuari 1957 menyetujui keputusan BKRD.

Pada tanggal 8 Februari 1957 Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Husein
elantik Residen Djamin gr. Datuk Bagindo sebagai acting Gubernur dan H.

anafi sebagai wakil Acting Gubernur Provinsi Djambi, dengan staff 11 orang

oL uguyNgS Jo

3{aitu Nuhan, Rd. Hasan Amin, M. Adnan Kasim, H.A. Manap, Salim, Syamsu
Q
—Bahrun, Kms. H.A.Somad. Rd. Suhur, Manan, Imron Nungcik dan Abd Umar
1

O . .
=yang dikukuhkan dengan SK No. 009/KD/U/L KPTS. tertanggal 8 Februari 1957

IquIDI
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an sekaligus meresmikan berdirinya Provinsi Jambi di halaman rumah Residen

ambi (kini Gubernuran Jambi).

OULNSININ gluuw p1dio JoH B

Pada tanggal 9 Agustus 1957 Presiden RI Ir. Soekarno akhirnya

;Tmenandatangani di Denpasar Bali. UU Darurat No. 19 tahun 1957 tentang

u-\J\.ﬂ

‘Pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Dengan UU No. 61 tahun
1958 tanggal 25 Juli 1958 UU Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan
Daerah Sumatera Tingkat | Sumatera Barat, Djambi dan Riau. (UU tahun 1957 No.
75) sebagai Undang-undang. Dalam UU No. 61 tahun 1958 disebutkan pada pasal
1 hurup b, bahwa daerah Swatantra Tingkat |1 Jambi wilayahnya mencakup wilayah
daerah Swatantra Tingkat Il Batanghari, Merangin, dan Kota Praja Jambi serta
Kecamatan-Kecamatan Kerinci Hulu, Tengah dan Hilir.

Kelanjutan UU No. 61 tahun 1958 tersebut pada tanggal 19 Desember 1958

o
a

7Mendagri Sanoesi Hardjadinata mengangkat dan menetapkan Djamin gr. Datuk
EgBagmdo Residen Jambi sebagai Dienst Doend DD Gubernur (residen yang

~ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi dengan SK Nomor UP/5/8/4). Pejabat

MUNLD!

fqubernur pada tanggal 30 Desember 1958 meresmikan berdirinya Provinsi Jambi

L5z

Zatas nama Mendagri di Gedung Nasional Jambi (sekarang gedung BKOW).

1O

“Kendati dejure Provinsi Jambi di tetapkan dengan UU Darurat 1957 dan kemudian

Q2
cC
Z
o

61 tahun 1958 tetapi dengan pertimbangan sejarah asal-usul

embentukannya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD maka tanggal Keputusan

Gl U

KRD 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jambi, sebagaimana

certuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Djambi Nomor. 1 Tahun 1970 tanggal 7

OPRYIDSRUE

=Juni 1970 tentang Hari Lahir Provinsi Djambi

IquIDI
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Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat dengan Satpol PP adalah

erangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban

m&mw N AW ordio JoH ©

mum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi
C%Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja
Ejdapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Di daerah Provinsi,
Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah
dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
Sedangkan di daerah Kabupaten/ Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh
Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota.”®
Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja pada masa setelah
,J‘proklamasi kemerdekaan dimana sempat diawali dengan kondisi yang tidak stabil
?,dan mengancam NKRI, maka pada masa itu dibentuklah Detasemen Polisi sebagai
%enjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah

~Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga

,_)ILA_.

AL

»fk etentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1958, lembaga

I‘:..l

Sini berubah nama menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pada

10 4

“Tahun 1960 dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Daerah
ﬁlawa dan Maduradengan dukungan para petinggi militer. Pada tahun 1962
=

—_'namanya kembali berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari

:korps Kepolisian Negara seperti yang dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 1961

rentang Pokok-Pokok Kepolisian. Namun pada tahun 1963 berubah nama lagi

% Dokumentasi lapangan, profil Satpol PP Provinsi Jambi, pada 5 April 2023
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enjadi Kesatuan Pagar Praja, namun selanjutnya istilah Satuan Polisi Pamong

raja atau Satpol PP mulai dikenal sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974

&

NSHIN Fliiu ©4dI> JOH @

entang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. *

wior DL]‘

Sebagai tindak lanjut dari UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah

F
L

et

~Provinsi Jambi membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan
Daerah Provinsi Jambi  No. 34 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 dan telah
diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2001 Nomor : 38
tanggal 28 April 2001. Untuk selanjutnya Pemerintah Provinsi Jambi
mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 8 Tahun 2008 yang mana
menyebutkan dengan jelas bahwa tugas pembinaan dan penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum khususnya dilingkungan Pemerintah Daerah
,J?rovinsi Jambi  Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk
?benertiban pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala
mi_Daerah. Maka mulai sejak itulah dibentuk pula Satuan Polisi Pamong Praja di

_':Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Kota Jambi sebelah utara, barat, timur, dan selatan berbatasan dengan

512 AL

“abupaten Muaro Jambi, dengan kata lain Kota Jambi ini wilayahnya dikelilingi

&

S 4O

leh kabupaten Muaro Jambi. Kota Jambi berada pada ketinggian rata-rata 10-60

QU

eter diatas permukaan laut. Secara geografis posisi Kota Jambi berada pada:
1030°2,98”-01040°1,07” Lintang Selatan dan 10340°1,67”-10340°0,22” Bujur
~Timur. Luas Kota Jambi 205,38 km yang terdiri dari:

Kecamatan Kota Baru 36,11 Km (17,56%)

% Dokumentasi lapangan, profil Satpol PP Provinsi Jambi, pada 5 April 2023
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72 Kecamatan Alam Barajo 41,67 Km (20,27%)
5 Kecamatan Jambi Selatan 11,41 Km (5,55%)
. Kecamatan Paal Merah 27,13 Km (13,20%)
:;5 Kecamatan Telanaipura 22,51 Km (10,95%)
O
6. Kecamatan Pasar Jambi 4,02 Km (1,96%)
7. Kecamatan Jelutung 7,92 Km (3,85%)
8 Kecamatan Danau Sipin 7,88 Km (3,83%)
9 Kecamatan Danau Teluk 15,70 Km (7,64%)
10. Kecamatan Jambi Timur 15,95 Km (7,75%)
11. Kecamatan Pelayangan 15,29 Km (7,44)

B. Aspek Demografis

Ada dua kecamatan di Kota Jambi yang terpisah dari pusat kota karena
belah oleh sungai Batanghari yaitu Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan
2elayangan. Kedua kawasan ini dihubungkan dengan Kota Jambi melalui jembatan

ur Duri | dan Jembatan Pedestarian Menara Gentala Arasy. Kota Jambi sendiri

%J-—‘n’ Iﬁ$ 1 ,_).lou [_Z'|E’_ =Iln iy

emiliki luas wilayah 205,38 Km dengan jumlah penduduk mencapai 583.487

iwa. Terbagi per Kecamatan yakni:

Kecamatan Kota Baru 2036 jiwa/km2
Kecamatan Alam Barajo 2274jiwa/km2
Kecamatan Jambi Selatan 5357 jiwa/km2
Kecamatan Paal Merah 3280 jiwa/km2
Kecamatan Telanaipura 2220 jiwa/km2
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76, Kecamatan Pasar Jambi 3124 jiwa/lkm2

1. Kecamatan Jelutung 7943 jiwa/lkm2

=8 Kecamatan Danau Sipin 6059 jiwa/km2

ib. Kecamatan Danau Teluk 767 jiwa/km2

O

10, Kecamatan Jambi Timur 4166 jiwa/km?
11. Kecamatan Pelayangan 881 jiwa/km2

Pemerintah Provinsi Jambi bersama Pemkot Jambi melakukan penertiban
kepada pedagang kaki lima yang biasa berjualan di kawasan pintu masuk jembatan
pedestrian Gentala Arasy dan di kawasan Tanggo Rajo Kota Jambi. Pedagang kaki
lima yang biasa berjualan di pintu masuk jembatan pedestrian gentala arasy
direlokasi atau dipindahkan berjualan di pendopo dan kios samping bawah

gemabatan. Sedangkan para pedagang kuliner yang biasa berjualan di sepanjang
éainggiran Sungai batang Batang hari atau di tanggo rajo di bawah Jembatan

=
Gentala Arasy ditertibkan supaya hanya berjualan pada pukul 17.00-22.00 WIB.

;—"Adapun Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi adalah sebagai

&=
D
=.
Y
[
—
w
g

Visi

) Terwujudnya Jambi lebih maju, aman, nyaman, tertib, amanah dan professional
di bawah ridho Allah SWT.

) Terwujudnya masyarakat Kota Jambi yang tentram, tertib dan taat hukum.

Dalam pernyataan visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut

%! Dokumentasi lapangan, profil Satpol PP Provinsi Jambi, pada 5 April 2023
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Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma
hukum, norma sosial dan peraturan perundang — undangan sehingga
terselenggara sendi — sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.
Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan
baik sesuai dengan ketentuan perundang — undangan yang berlaku guna
mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan
batin.
Taat hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang
memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat
ketentuan — ketentuan adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus
dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.
Misi
Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban
umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.
Memantapkan tata kelola pemerintah,
Memantapkan perekonomian pemerintah dan daerah,
Memantapkan kualitas sumberdaya manusia
Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Pedoman Prosedur
etap Satuan Polisi Pamong Praja:
Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum
Menegakkan Peraturan Daerah Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia
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4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan

T2 fungsinya.

e
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0= 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas pokok: Memimpin  pelaksanaan  pemeliharaan  dan

WDl O
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penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan
Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, pengembangan kapasitas
sumber daya manusia, penyiapan kebutuhan sarana prasarana operasional serta

perlindungan masyarakat.

NngaAuaLl DP uDywniuoousw oduoy iu s oAdoy

a. Mempelajari peraturan perundangan-undangan, kebijakan teknis,

pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang

|50 JSCLUNS UDy)

berhubungan dengan tugasnya.

ICLUOE oYne NI W2 odung undodo yniue oo iU sing

Menyusun kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman
dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan

Walikota dan Keputusan Walikota, pengembangan kapasitas sumber

%2 Dokumentasi lapangan, profil Satpol PP Provinsi Jambi, pada 5 April 2023
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daya manusia, penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana operasional

serta perlindungan masyarakat.
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c. Menetapkan rencana strategis jangka panjang, menengah maupun

jangka pendek.
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pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
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penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan
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Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, pengembangan kapasitas
sumber daya manusia, penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana

operasional serta perlindungan masyarakat.

% Dokumentasi lapangan, profil Satpol PP Provinsi Jambi, pada 5 April 2023
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2 oh o Walikota dan Keputusan Walikota.
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~ = Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
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pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan

Walikota oleh PPNS.
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f. Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi
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pembinaan, penyuluhan dan penegakan Peraturan Derah, Peraturan
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Walikota dan Keputusan Walikota.
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g. Menyusun bahan laporan Kkegiatan pembinaan, penyuluhan dan

penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan
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Walikota.
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h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

DAIDY

tugas dan fungsinya.

6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
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Tugas pokok: Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan sebagian tugas
Satuan Polisi Pamong Praja di bidang penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum serta penanggulangan penyakit masyarakat. %

a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang

berhubungan dengan tugasnya.
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b. Menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan penyelenggaraan
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ketentraman dan ketertiban umum serta penanggulangan penyakit

masyarakat.
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wisata dan fasilitas umum lainnya.

e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan tindak represif non yustisi.
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f.  Menyiapkan bahan dan melaksanakan operasi penertiban berdasarkan

; —\ vonis Pengadilan Negeri bagi pelanggar Peraturan Daerah, Peraturan
e

- =

“ f,, Walikota dan Keputusan Walikota.

g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan patroli wilayah, penanganan
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unjuk rasa dan kerusuhan massa.
h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penanggulangan penyakit
masyarakat.

i. Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi

NngaAuaLl DP uDywniuoousw oduoy iu s oAdoy

penyelenggaraan  ketentraman dan  ketertiban umum  serta

penanggulangan penyakit masyarakat.
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j. Menyusun bahan laporan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan
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ketertiban umum serta penanggulangan penyakit masyarakat.
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya. >’

7. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Sarana Prasarana
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Tugas pokok: Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan sebagian tugas

Satuan Polisi Pamog Praja di bidang pengembangan kapasitas dan sarana
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prasarana.

a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
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pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang
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berhubungan dengan tugasnya.
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b. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama di
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bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
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c. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama di

DAIDY

bidang sarana prasarana.

d. Menyiapkan dan menyusun bahan laporan kegiatan pengembangan
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kapasitas dan sarana parasarana.
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
8. Kepala Seksi Pengamanan dan Bina Perlindungan Masyarakat
Tugas pokok: Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan sebagian tugas

Satuan Polisi Pamong Praja di bidang penyelenggaraan pengamanan
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perkantoran, objek vital, tamu daerah, kegiatan sosial budaya dan keagamaan
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serta pemberdayaan sumber daya manusia perlindungan masyarakat.
a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman teknis maupun pedoman lainnya yang berhubungan dengan

tugasnya.
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penyelenggaraan pengamanan perkantoran, objek vital, tamu daerah,

kegiatan sosial budaya dan keagamaan serta pemberdayaan sumber
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daya manusia perlindungan masyarakat. *

d. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengamanan lingkungan kantor

DAIDY

Walikota Kota Jambi dan rumah dinas: rumah dinas Walikota, Wakil
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Walikota, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, dan rumah dinas serta

WDl O

bangunan lainnya sesuai kebutuhan.
e. Melaksanakan pengamanan asset pemerintah kabupaten dan objek vital.
f. Mengoordinasikan pengamanan gedung kantor milik pemerintah

kabupaten.
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g. Melaksanakan pengawalan Walikota, pejabat dan atau tamu penting

sesuai ketentuan yang berlaku.
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h. Melaksanakan pengamanan kegiatan sosial budaya dan keagamaan di
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masyarakat.
i. Menginventarisasi dan mempelajari produk hukum dan hal lainnya
yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan sumber daya manusia

perlindungan masyarakat.
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J.  Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi

penyelenggaraan pengamanan perkantoran, objek vital, tamu daerah,
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kegiatan sosial budaya dan keagamaan serta pemberdayaan sumber

daya manusia perlindungan masyarakat.
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Menyusun bahan laporan penyelenggaraan pengamanan perkantoran,
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objek vital, tamu daerah, kegiatan sosial budaya dan keagamaan serta
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pemberdayaan sumber daya manusia perlindungan masyarakat.
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Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, tugas pokok Satuan
Polisi Pamong Praja adalah untuk membantu Kepala Daerah, menegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan

ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
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38832 ¢ Struktur Organisasi Satpol PP Provinsi Jambi*®
30302 Q
a fj oS Kepala Satuan
:JT 3 E’E R r*—*; Rahmad Hidayat, S. Sos, M. Si
i -'_F_: ';r = :Li =
gx79¢ © [ | |
= 2 % ; E Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kasubbag Keuangan dan Aset Lenny Kasubbag Prgram dan Pelaporan
83332 SARYANTO, SE Khairiani, SE Akmal SH
5825
Y
288 | | | |
28% S
8<25 Kabbid Ketenagakaerjaan Kabbid Perundangan Rahmar Kabbid Perlindungan Masyarakat Kabbid Pengendalian Kebakaran
é = Abdullah Rahman, SH., MH Irsan, S. STIP., MH Aguscik Andi, SH Aqgus Rizal, S. IP
g3 | | | |
2 S
o i Kasi Operasianal, Kasi penegakan perundangan, Kasi Data dan Informasi, Kasi Pemetaan Thesi Martalova,
= Eki Amindo Putra, ST., MT Amrizal, SH Kusnadi, S. Kom, MM S.STP
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Fat
O, 52
o
o)
I .. -
=] é Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja
o =
o c :. 40
5 mempunyai:
o Z
5 w .
o C 1. Fungsi:
g 32
c a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban
o O
o
G [—ﬁ umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
— e
B b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan
g

ketenteraman dan ketertiban umum di daerah.

c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah.

d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah,
Peraturan Kepala Daerah dan aparat Kepolisian Negara, Penyidikan

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.

LWinuoouaw oduny i sng Aoy yrunes noyo uop uoibogas dunbusw Buouong °|

e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati
f. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2. Kewenangan:
a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang

mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

|50 JSCLUINS UDyINgaAusw Dp uoy

b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum
yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah.

“ Dokumentasi lapangan, profil Satpol PP Provinsi Jambi, pada 5 April 2023

WD Uppnipns DUDY] UDUNS 1O AlIsiaaiun DIWD(S| 81015

i~
bt

O] O5 DU NLons uonolul nogo i uospnuad ‘uoiodo) uounsnduad Uo) o4



n a
B |
Tz
5 o]
EX 5 -
o} 53
33 C
=} +
: O
; oo ; i 1%
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358588 S .
85858 = dan Peraturan Kepala Daerah.
oooTm = -
53887 5 ;
Fdsge L 3. Kewajiban
r5298 3
w8 =a% - N ; i
13 8F25 a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, dan hak asasi manusia
85898
4TS =2 . . . .
9% ; QG dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di
a0 9
9595
2852 masyarakat.
g23¢
” 5 b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat
; 3
= a
T84 mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.
g-_3=
==03 . .
= c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut
=230
0 Q . . . . .
C © 3 diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan.
o8 g d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga
S
= adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
a
o Daerah.
3
i
= Untuk mewujudkan peran Polisi Pamong Praja dalam membina
o

ketenteraman dan ketertiban umum di daerah serta menegakkan Peraturan

Daerah dalam rangka menyamakan dan mengoptimalkan pola standarisasi
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pelaksanaan tugas-tugas operasional Satuan Polisi Pamong Praja diperlukan
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suatu pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam bentuk prosedur tetap yang
berlaku dan mengikat pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.
I. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1. Maksud
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Maksud Penyusunan Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi

Pamong Praja adalah sebagai pedoman bagi Polisi Pamong Praja dalam
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melaksanakan tugas menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum

serta meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan
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Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
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2. Tujuan
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Tujuan Penyusunan Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi
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hasil yang diharapkan secara maksimal.
2. Tugas Penyuluhan adalah suatu kegiatan Polisi Pamong Praja dalam rangka
melaksanakan penyampaian informasi tentang program pemerintah,

peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala
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Daerah dan produk hukum lainnya yang berlaku kepada seluruh masyarakat
dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, kesadaran dan
kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku sehingga proses
pembangunan dapat berjalan dengan lancar. **

Masyarakat adalah  seluruh  manusia Indonesia, baik sebagai
individu/perorangan maupun sebagai kelompok di wilayah hukum
Indonesia yang hidup dan berkembang dalam hubungan sosial dan
mempunyai keinginan serta kepentingan yang berbeda-beda, tempat tinggal
dan situasi yang berbeda, akan tetapi mempunyai hakekat tujuan nasional
yang sama.

Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada keteraturan dalam
masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi
bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

Pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum adalah segala usaha,
tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan,
pengembangan, pengarahan, pemeliharaan serta pengendalian dibidang
ketenteraman dan ketertiban umum secara berdaya guna dan berhasil guna.
Tujuan dari pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum adalah untuk
menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan
terhadap ketenteraman dan ketertiban umum di dalam masyarakat, serta
menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan dapat

berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan

WD Uppnipns DUDY] UDUNS 1O AlIsiaaiun DIWD(S| 81015

"D DSIOUL N}

i~
bt

* Dokumentasi lapangan, profil Satpol PP Provinsi Jambi, pada 5 April 2023
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secara aman, tertib dan teratur alam rangka memantapkan Ketahanan

Nasional.

uodynBu

7. Unjuk rasa dan kerusuhan massa adalah tindak/perbuatan sekelompok

UL DY

orang atau massa yang melakukan protes/aksi karena tidak puas dengan
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8. Unjuk rasa dan kerusuhan massa merupakan kejadian yang harus

diantisipasi dan dilakukan tindakan pengamanan oleh Satuan Polisi

puad uobuguaday ynun oiuoy uodpnbuad "o

d 'uoyp

Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan

runjes noyo uop uoinBogas yoduocpadwswl Buouo)jgq 7
e BuDA unBuyuaday uoyiBnis

tugas menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum.

DAIDY

9. Pengawalan terhadap para Pejabat/orang-orang penting (VIP) adalah

merupakan sebagian tugas melekat Satuan Polisi Pamong Praja sebagai

WD DUYINS NI Mol

YO D5 DU NLONS Uonofull nogo iy uospnuad ‘uosodo) uounsnAusd Yo oAoy uospnuad ‘uoiyaus

aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman

dan ketertiban umum.

=
o

. Penjagaan tempat-tempat penting adalah merupakan salah satu tugas
melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah

Daerah dalam menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum.
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. Patroli adalah mengelilingi suatu wilayah tertentu secara tertentu yang
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*“ Dokumentasi lapangan, profil Satpol PP Provinsi Jambi, pada 5 April 2023
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BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

. Faktor Penghambat dalam mengimplementasikan PERDA Provinsi Jambi
Nomor 14Tahun 2019 terkait PKL di Kota Jambi

IQUUDT PUANS NIN AW DA 3OH

Sektor informal di daerah perkotaan Indonesia selalu menunjukkan
pertumbuhan yang pesat. Salah satu bentuk dari sektor informal adalah pedagang
kaki lima. Di Indonesia hampir setiap daerah dapat dijumpai PKL, baik yang
berada di emperan toko maupun di trotoar. Adanya PKL menempati ruang publik
yang bukan peruntukkannya, seperti trotoar dan bahu jalan yang menyebabkan
timbulnya masalah seperti ketidakteraturan wajah kota, kemacetan lalu lintas,
kesemrawutan, penumpukan sampah, dan masalah-masalah lainnya. Perlu adanya

gkebijakan penataan sebagai solusi dari permasalahan PKL .Melaksanakan

@
i penertiban yang dilakukan yang Satpol PP Provinsi Jambi terhadap PKL tidak

e

7begitu saja selesai dengan mudah, dalam penataan ditemui kendala-kendala yang

o
=
)
o
)

S

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis,

terdapat beberapa faktor penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan

AlISISAIUN

JO

Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019. meliputi:

.DELEGASI WEWENANG

Cpelimpahan wewenang berupa delegasi ini banyak kita temui dalam pelaksanaan

r:'ugul URLHINS

=

gas sebagai aparatur sipil negara. Delegasi sebagai salah satu bentuk legitimasi

cdalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan ini adalah pelimpahan

IQUIDT UIPRNID
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vewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan

innya.

OUNSAIN

erdasarkan uu Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah

Pl

Qu

elimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih

tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan

tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Delegasi ini ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh wewenang melalui delegasi

apabila:

i

diberikan oleh badan/pejabat pemerintahan kepada badan dan/atau pejabat

pemerintahan lainnya;

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan

merupakan wewenang pelimpahan baru atau sebelumnya telah ada.

2AUNDIWDE) 81D1S

ewenangan yang didelegasikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan

QAys)

dak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan

erundang-undangan. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan

1gs

enentukan lain, badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh

QUL UDU

ewenang melalui delegasi dapat mensubdelegasikan tindakan kepada badan

an/atau pejabat pemerintahan lain dengan ketentuan:

dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum wewenang dilaksanakan;

IqUIOL UIPR NJIDE,0Y
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7b.  dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan

Z

ce.  paling banyak diberikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan satu
2 tingkat di bawahnya.

Q

i~

Terhadap pelimpahan wewenang delegasi yang sudah disubdelegasikan ini masih

dimungkinkan untuk diturunkan lagi kewenangannya ke bawah yaitu dalam bentuk

mandat.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara Bapak Rahmat Irsan selaku

Kepala Bidang Perundang Undang Daerah, sebagai berikut:

“ pendegalasian wewenang juga menghambat dalam kinerja kami dalam
mengimplementasikan perda tersebut,antara pemerintah pusat,pemerintah kota dan
pemerintah daerah,kan itu semua sudah di bagi kewewenangan setiap kota dan
provinsi ,setiap wilayah ada perda nya masing masing tetapi jika di suatu perda
kota atau perda lain nya tidak teratasi maka mengunakan perda kami. 4

7
+

O
+

D

'éDari hasil wawancara di atas kendala dari kinerja satpol pp dalam

=
cmengiplementasikan perda Nomor 14 Tahun 2019 ini yaotu adanya Delegasi

- . . . . .
-wewenang akan memengaruhi kinerja organisasi karena pada dasarnya
D

_ﬁnenciptakan budaya kerja yang lebih efektif dan efisien. Beberapa tugas lebih

O
_tepat untuk diselesaikan sehingga operasional bisa terfokus pada bidang yang lebih

;benting. Selain itu, berpengaruh terhadap kualitas kerja bawahan di sebuah instansi

g U
@
3
@
=
5
=
>
>
)
5

PPMIDS DYD

e

Swawancara Bapak Rahmat Irsan selaku Kepala Bidang Perundang Undang Daerah,5 april 2023
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.Kekurangan Personil

Personil Satpol PP Provinsi Jambi bisa terbilang cukup, tetapi ketika ada

1NS NIN W oidid yoH @

ou

acara tertentu pada waktu yang bersamaan, maka biasanya terjadi kekurangan

I

e

personil. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara Bapak Rahmat Irsan

.\
et

A

selaku Kepala Bidang Perundang Undang Daerah, sebagai berikut:

Kita sebetulnya lengkap untuk personil, tapi ketika kita ada perjanjian

dengan PKL, di satu hari itu juga ada kegiatan g/ang mendadak dan ada

tugas lain yang harus di lakukan juga ketika itu .*

Bardasarkan hasil wawancara di atas, kendala dalam menata PKL adalah
kekurangan pesonil, apalagi jika sudah mengadakan perjanjian dengan PKL, tetapi

pada waktu yang bersamaan ada tamu penting yang perlu penjagaan dari Satpol

PP.

f“_? Hasil observasi ditemukan bahwa Satpol PP tidak bisa ikut dalam
_‘;rbembongkaran lapak bersama PKL yang sudah dijanjikan karena harus membagi
O

—personil di beberapa tempat. Hasil observasi ditemukan bahwa Satpol PP tidak bisa
O
jkut dalam pembongkaran lapak bersama PKL yang sudah dijanjikan karena harus

%’_nembagi personil di beberapa tempat. Untuk mengatasi kekurangan personil

itersebut langkah yang sudah dilakukan Satpol PP adalah mengajukan ke Walikota

W
“Kota Jambi untuk penambahan jumlah personil, tetapi hampir semua SKPD Kota
=

Q
—Jambi kekurangan personil dikarenakan adanya moratorium (pembatasan jumlah)

=
?NS dari pemerintah pusat. Dahulu Satpol PP personilnya cukup

pPPNIDS D

% Wawancara dengan Rahmat Irsan, Kepala Bidang Perundang Undang Daerah Satpol PP
Provinsi Jambi, Tanggal 5 April 2023.
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AW oidID JOH B

1asil wawancara bersama Bapak Nuryatman selaku PKL Kota Jambi, sebagai
erikut:

Mereka kadang itu cuma melihat-lihat saja dan memberikan sosialisasi,
yang datang hanya 4 samapi 5 orang, sedangkan kita PKL itu banyak, jadi
kalau mau nertibkan itu bawaklah personil yang lengkap, jadi biar gak
kesannya malu-maluin kalau mau sosialisasi atau penertiban. Mereka hanya
memasang sepanduk dan memberi larangan tanpa mencari solusi, solusi
ada disuruh pindah ketempat yang sepi, siapa yang mau beli di sana.*’

PUINSIMIN

wior

L

.\
et

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa beberapa personil Satpol PP
Provinsi Jambi dalam melakukan penertiban kesannya masih keterbatasan personil
ini dibuktidak dengan masih ada beberapa PKL yang dapat memindahkan
barangnya dan juga acuh tak acuh dengan kedatangan Satpol PP. Sebagaimana
dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Ibu Ana Wahyuni selaku PKL Kota
Jambi, sebagai berikut:

Mereka itu kadang hanya ber 5 dan itu yang membuat seolah tidak
professional kerjanya karena Kita juga ada dekengannya, jadi kalau ada
yang mengganggu dia akan maju duluam, soalnya kita setor kemana sama
dia, jadi kalau ada apa-apa yang kita dibantu sama dia, sejenih pengaman di

sini lah, orang seberang. Jadi kalau bisa untuk melakukan penertiban itu
sosialisasi dahulu.*®

UM DIWUDS| 81018

}'EDari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa beberapa personil Satpol PP

Lo

J|

“Provinsi Jambi dalam melakukan kerjanya masih kekurangan personil, diamna ini

O
—

“membuat PKL seolah biasa saja dan yang dilakukan Satpol PP Provinsi Jambi

%elama ini hanya pendataan yang terus dilakukan dan sosialisasi untuk tidak lagi

-
= . . .

—berjualan di daerah tempat wisata Gentala Arasy.

-

1. Kurangnya Sosialisasi Kepada Para PKL

O

5—7,

)

3"- *" Wawancara dengan Bapak Nuryatman selaku PKL Kota Jambi, Tanggal 5 April 2023.
. *8 Wawancara dengan Ana Wahyuni selaku PKL Kota Jambi, Tanggal 9 April 2023.
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Sosialisasi secara tidak masksimal menyebabkan PKL di Kota Jambi

ermakin meraja lela, hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya PKL yang

INS AN AW DLAID HoH @

erjualan di bahu jalan dan mengganggu ketertiban umum. Sebagaimana dapat

ol¥]

I

ilihat dari hasil wawancara bersama Bapak Jainudin selaku PKL Kota Jambi,

WL

.\
et

L

~sebagai berikut:
Mereka memaksa Kita untuk tidak berjualan di sini, tetapi yang lain tidak
dilarang yang melanggar juga. Kalau mau semuanya disamaratakan, jangan
cuma sesekali saja, kalau mau melarang ya dijaga dibersihkan agar
semuanya PKL juga tidak bisa berjualan di tempat yang terlarang..*
Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa minimnya sosialisasi terhadap
PKL menyebabkan sebagian PKL tidak mengetahui akan laranganmya yang telah
berjualan di lingkungan yang mengganggu ketertiban umum. PKL memerlukan
penataan dengan baik sehingga PKL juga dapat memperbaiki taraf hidup yang

zljebih baik. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Ibu Melati

D
zdan Ibu Ratna Sari selaku PKL Kota Jambi, sebagai berikut:

o

;_?J. Jangan main larang-larang. Tidak bisa semau mereka sendiri, kami juga
perlu kebutuhan hidup untuk mencari uang, kalau mau dilarang seharusnya
=] jauh-jauh hari memberitahu, jangan tiba-tba datang langsung mau angkat
T barang jualan kami. *° Tidak ada sama sekali sosialisasi, kemarin datang
% hanya mendata dan langsung melakukan pengangkutan barang kita jadi
< rugi>*

o)

& Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa minimnya diperlukan
5 :

csosialisasi agar dalam melaksanakan tugas dalam penertiban PKL, Satpol PP
=

—Provinsi Jambi dapat berjalan dengan baik. Komunikasi dan sosialisasi yang baik
=

ﬁan humanis akan menciptakan suasana lebih baik. Sebagaimana dapat dilihat dari
Q

% * Wawancara dengan Bapak Jainudin selaku PKL Kota Jambi, Tanggal 12April 2023.

3"- %0 \Wawancara dengan Melati selaku PKL Kota Jambi, Tanggal 12 April 2023.

. * Wawancara dengan Ratna Sari selaku PKL Kota Jambi, Tanggal 12 April 2023.
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1asil wawancara bersama Bapak Nugroho dan Bapak Muhlis selaku PKL Kota

N I D4O FOH @

ambi, sebagai berikut:

Tidak ada sosialisasi yang kami rasakan, hanya himbaun dan itu pun PKL
kembali lagi ke sini, setelah itu sudah tidak ada tindakan tegas, jadi kmai ya
jualan lagi di sini, soalnya perlu makan anak bini.>* Tidak ada solsialisasi
yang ada hanya mereka datang dan langsung penindakan®?

IQUUDI DULINS NI

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa minimnya sosialisasi
dan larangan rambu-rambu jualan PKL, yang menyebabkan PKL kerap kali datang
dan berjualan di kawasan terlarang yang mengganggu ketertiban umum, sehingga

ini menyebakan semakin bertambahnya PKL di kawasan Gentala Arasy.

3.KURANG NYA KESADARAN PADA PKL

Perilaku Rendahnya Kesadaran Pedagang Kaki Lima di kota jambi , hal

¢“ni dapat ditunjukkan dengan masih banyaknya pedagang yang masih berjualan di

Iie

ﬂlempat yang di larang,padahal pemerintah telah membuat tempat khusus para pkl

erjualan yang telah di izinkan ,dengan ada nya pkl yg berjualan di tempat yang

IWos|

erlng di lewati masyarakat itu bisa mengangu ke tentraman,dan kenyamanan

Jsmum] 21

asyarakat dalam mengunakan fasilitsa umum,dengan berbagai alasan yang

terkesan mementingkan diri sendiri sehingga mereka melupakan tanggung jawab

IS M-J"l!‘:'

ebagai pengguna fasilitas umum. Adanya hal tersebut dikhawatirkan akan terus
enjadi budaya yang salah bagi masyarakat khususnya pedagang kaki lima dalam
emperlakukan lingkungan sekitar mereka sehingga berdampak buruk bagi

ualitas lingkungan dan kenyamanan pengguna fasilitas umum lainnya.

%2 Wawancara dengan Bapak Nugroho selaku PKL Kota Jambi, Tanggal 9 April 2023.
%% Wawancara dengan Bapak ,Muhlis selaku PKL Kota Jambi, Tanggal 9 April 2023.

IQUD[ UIp ;nrmr;ng_r;nugul léDL,H
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Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Rahmat Irsan selaku Kepala

idang Perundang Undang Daerah mengatakan bahwa:

“Kurang nya kesadaran pkl dalam mentaati aturan yang menjadi
kendala,ketika saat kami kelapangan untuk patroli memberi
peringatan untuk tidak berjualan lagi di tempat tersebut mereka
meng iya kan saja,tetapi besok nya lagi mereka berjualan lagi di
tempat tersebut >*

IQUIDE DUINSGIN A1l D4AID HDH &

Dari wawancara di atas dapat di ketahui bahwa pkl di kota jambi ini minim
kesadaran dalam mentaati peraturan yang berlaku,satpol pp telah melarang mereka
untuk berjualan di tempat tersebut tetapi hari selanjutnya mereka masih berjualan
di tempat tersebut.sebagaimana dari wawancara dengan bapak malfiendra selaku

pkl kota jambi

“Memang ada peraturan yang melarang kami untuk berjualan di tempat
ini,tetapi jika kami tidak berjualan disini kami tidak tahu untuk berjualan di
mana lagi,kami butuh kerja untuk mengnhidupi keluarga kami, karna di sini
juga tempat yang rame pengunjung untuk bisa melariskan dagangan kami*

Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa tidak tertibnya pkl di gentala
irasy ini tidak menertibkan aturan yang ada di karena kan di tempat yang mereka
epati itu ramai di kunjugi masayarakat sehingga dengan berjualan di tempat

rsebut bisa melariskan dagangan mereka,dan juga tuntunan ekonomi jika mereka

HNgH0 AdlsiagiuN 8|mr;:u|'5| =Jelly

—tidak jualan di tempat tersebut mereka tidak tahu juga mau jualan di mana,sebagai

LI

—Kepala keluarga mereka ingin kerja dan menghidupi keluarga nya,Dengan ini
0
-%emerintah bisa membuka rest area atau tempat mereka untuk berjualan agar
L7

g!mereka tidak berjualan di tempat yang di larang.

Wawancara bersama Bapak Rahmat Irsan selaku Kepala Bidang Perundang Undang Daerah
® Bapak Rahmat Irsan selaku Kepala Bidang Perundang Undang Daerah.12 april 2023

QDT JIPPN
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Faktor Faktor

enghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor

ol |"|Sd\] N AW ordio JoH ©

14 Tahun 2019. diantaranya delegasi kewenangan,Kekurangan Personil, di mana

C%dlsaat adanya kegiatan yang bersamaan menyebabkan petugas Satpol PP harus

‘terplsah dan menjadi berkurang anggota dalam melakukan penertiban dan Keurang
nya kesadaran masyarakat, di mana armada yang terbatas menjadi kendala Satpol
PP dan kurangnya sosialisasi kepada PKL

B. Kinerja Satpol PP Provinsi Jambi dalam mengimplementasikan PERDA
Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019.Terkait PKL di Kota Jambi

Kinerja Satpol PP Provinsi Jambi dalam mengimplementasikan Peraturan
Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019 terkait PKL di Kota Jambi belum
sepenuhnya berjalan dengan baik, dikarenakan apabila Satpol PP Provinsi Jambi

::jnelakukan patrol PKI, kondisi dilapangan kondusip dan tidak ada PKL yang

=11

zmengganggu pengguna jalan, namun apabila Satpol PP Provinsi Jambi telah
embali, PKL kembali lagi dalam berjualan dan mengganggu pengguna jalan, ini
disebabkan kurangnya sosialisasi dan patrol rutin yang dilakukan oleh Satpol PP
rovinsi Jambi. Dalam perjalannya ada beberapa kinerja Satpol PP Provinsi Jambi
alam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun
019, sebagai berikut:
1. Penyusunan Agenda dan Melakukan Patroli
Patroli yang dilakukan Satpol PP demi menghindari kembalinya PKL ke

empat yang telah menjadi larangan atau tempat tersebut adalah fasilitas umum dan

egara, maka perlu dilakukan patroli rutin. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil
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awancara Bapak Rahmat Irsan selaku Kepala Bidang Perundang Undang Daerah,
ebagai berikut:

“ketika patroli ada beberapa personil yang jalan kaki ke tempat
tersebut,agar ketika petugas datang mereka tidak terlalu kaget dengan
penertiban kami pada saat itu, selain itu juga kami menggunakna armada
yang ada, kami selalu memberikan teguran dan surat peringatan agar PKL
yang sudah mengganggu ketertiban dan ketentaman,dan keyamanan
masyarakat agar segera bersedia direlokasi *°

LD PUINSNIN J1 D10 JOH @

.\
et

| s

Hasil wawancara di atas Patroli ini dilaksanakan pada tempat-tempat yang tidak
dimungkinkan dilalui oleh kendaraan bermotor. Patroli berjalan kaki ini lebih
memungkinkan untuk menjalin hubungan dengan masyarakat

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Bapak Malfindra selaku
PKL Kota Jambi, sebagai berikut:

Sekarang kelihatannya mereka Satpol PP Provinsi Jambi rutin dalam
melakukan patroli, apa lagi kalau ada acara-acara kunjungan pejabat atau
kegiatan yang memang harus bersih dan rapi, jadi mau gak mau kita

menyingkir dulu..”’

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam melakukan

1, JIWDS| 81015

ptroI| Satpol PP Provinsi Jambi terus mengedepankan humanism, agar

asyarakat terutama PKL merasakan keberadaan Satpol PP Provinsi Jambi

ISJ%'IL

= menjadl solusi dalma menciptakan ketertiban umum. Hasil wawancara di atas

~h

,if’atroli ini dilaksanakan pada tempat-tempat yang tidak dimungkinkan dilalui oleh
S
_C}<endaraan bermotor. Patroli berjalan kaki ini lebih memungkinkan untuk menjalin

.
~hubungan dengan masyarakat dalam rangka sosialisasi dan pelayanan masyarakat

_)L

_dan patroli dilakukan minimal oleh 6 (orang) orang. Patroli ini diperlukan untuk

% Wawancara dengan Rahmat Irsan, Kepala Bidang Perundang Undang Daerah Satpol PP
Jambl Tanggal 5 April 2023.
% Wawancara dengan Bapak Malfindra selaku PKL Kota Jambi, Tanggal 12 April 2023.
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7~m engamati dan mengawasi suatu wilayah serta memberi bantuan kepada patroli

,%erjalan kaki dalam wilayah yang lebih luas.

02, Melaksanakan Penertiban PKL

wior oulng

i~
et

Keterangan dalam melakukan tugas merupakan hal penting dalam
pelaksanaan tugas agar terjadi keselamatan petugas. Sebagaimana yang
diungkapkan oleh Bapak Rahmat Irsan mengatakan bahwa:

Kami harus memberikan penjelasan terlebih dahulu akan tujuan kami, dan

juga mempersiapkan jumlah anggota saat akan menertibkan PKL dan juga

kesiapan semuannya. Agar di lapangan nanti kami bisa mengatasi yang ada

di lapangan®®
Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa selalu memperhatikan anggota-

.anggota dengan baik apakah mereka siap dengan segala kondisi untuk melakukan
o
qfugas dengan baik atau tidak. Pentingnya juga dalam memilih anggota dan

C_gnenyeleksi dengan baik baik tentu pula.

_fPeIaksanaan penertiban memiliki prosedur penertiban yang dilakukan dengan

AU

fftahapan sebagai berikut:

1. Tahap Pendataan, dalam pelaksanaan penertiban aset, tim penertiban
daerah wajib melakukan pendataan (mapping) terhadap aset-aset yang
ditertibkan.

2. Tahap Penyusunan Program, berdasarkan hasil pendataan, disusun rencana

kerja dan anggaran penertiban aset.

% Wawancara dengan Bapak Rahmat Irsan selaku Kepala Bidang Perundang Undang
Daerah Satpol PP Provinsi Jambi, Tanggal 5 April 2023
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i~
LA

3. Tahap Persetujuan, seluruh program aset harus memperoleh perstujuan
penanggung jawab utama.
4. Tahap Pengajuan Anggaran Biaya, sebelum program penertiban aset

dilaksanakan, maka tim penertiban daerah terlebih dahulu mengajukan

WD DUINS NIN A1l D

i~
et

permohonan penyediaan anggaran melalui mekanisme NPD (Nota
Permintaan Dana).
5. Tahap Pelaksanaan Pada tahap pelaksanaan penertiban aset, tim penertiban

darah wajib selalu melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan

tim penertiban pusat, khususnya pada setip rencana pelaksanaan kegiatan
untuk antisipasi terjadinya kendala atau setiap saat diperlukan pada tahap

pelaksanaan kegiatan penertiban aset, untuk membahas kendala yang dihadapi

m - -

~  sertamencari solusinya

@

& 6.Deteksi Dan Cegah Dini
3

~Deteksi Dini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh

W]

,Epesonll Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka

_—mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian,

“Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Rahmat Irsan selaku Kepala Bidang

&

ng

—Perundang Undang Daerah mengatakan bahwa:

0

j sebelum kami melakukan tugas di lapangan kami ada tahapan tahapan
= nya,dan kami juga mendahulukan Kkeselamatan agar terhindar dari
3 bahaya,kami harus mengetahui situasi lapangan dengan survey terlebih
o dahulu melihat situasi di lapangan,dan selalu waspada dilapangan. *°

0

E'_w,

% % Wawancara bersama Bapak Rahmat Irsan selaku Kepala Bidang Perundang Undang

. Daerah Satpol PP Provinsi Jambi, 5 April 2023
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Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa memperhatikan keselamatan setiap

nggota adalah tugas yang sangat penting pula. Selalu waspada dan berhati-hati

OLINSNIN

alam bertugas adalah prioritas utama.

ebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Rahmat Irsan selaku Kepala Bidang

.\
et

s I-\J\_.-(wh

~Perundang Undang Daerah mengatakan bahwa:

Karena sangat penting sebelum turun kelapangan itu kamu harus siap siaga
dengan peralatan kami. Kami harus siap dengan segala kondisi tidak boleh
lengah sedikit pun.alat pelindungan ketika kami turun kelapangan seperti
sepatu,temeng,dan juga mobil dan pentungan,semua di persiapkan untuk
untuk menghindari hal yang tidak di inginkan®

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa selalu menyiapkan perlengkapan
dan alat perlindungan berupa sepatu, tameng, dan mobil. Itu semua tujuanya juga

untuk melindungin anggota itu sendiri agar tidak terjadi cedera yang tidak di
inginkan.
a

1o 3. Mengevaluasi dan Mentaati Syarat Keselamatan

v

o)

“mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
_';}\/Ieminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan
—kesehatan kerja yang diwajibkan. syarat penerapan keselamatan kerja di tempat
7kerja di antaranya sebagai berikut :

Mencegah & mengurangi kecelakaan kerja.

Memberi jalur evakuasi keadaan darurat.

Memberi P3K Kecelakaan Kerja.

Memberi APD (Alat Pelindung Diri) pada tenaga kerja.
Mencegah & mengendalikan timbulnya penyebaran suhu, kelembaban,
debu, kotoran, asap, uap, gas, radiasi, kebisingan & getaran.

6. Mencegah dan mengendalikan Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan
keracunan.
7. Memelihara kebersihan, kesehatan & ketertiban.

8. Keserasian tenaga kerja, peralatan, lingkungan, cara & proses kerja.

s e

8 \Wawancara bersama Bapak Rahmat Irsan selaku Kepala Bidang Perundang Undang
Daerah Satpol PP Provinsi Jambi, 5 April 2023

|
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https://sistemmanajemenkeselamatankerja.blogspot.com/2013/09/pengertian-kecelakaan-kerja-dan-insiden.html
https://sistemmanajemenkeselamatankerja.blogspot.com/2013/09/struktur-susunan-unit-tim-tanggap.html
https://sistemmanajemenkeselamatankerja.blogspot.com/2013/10/alat-pelindung-diri-apd.html
https://sistemmanajemenkeselamatankerja.blogspot.com/2013/10/5-kewajiban-tenaga-kerja-dalam.html
https://sistemmanajemenkeselamatankerja.blogspot.com/2013/10/penyakit-akibat-kerja-pak.html
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Sebagalmana yang diungkapkan oleh Bapak Rahmat Irsan selaku Kabid Satpol PP

,ZProvinsi Jambi mengatakan bahwa:

L

S

? Kita melakukan evaluasi saat terjadi permasalahan di lapangan, baik dari
Q perlengkapan alat perlindungan diri,dan juga mengevaluasi penolakan dari
= PKL. Sebelum melakukan tindakan tentu saya harus memastikan semua

.\
et

L

anggota dalam keadaan baik dan sehat jangan sampai nanti dilapangan ada
hal-hal yang tidak diinginkan. Kesehatan. °*

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa selalu tidak lupa untuk
mengecek segala kondisi kesehatan para anggota. Kondisi kesehatan sangatlah

penting dalam menjalankan tugas saat berada di lapangan tersebut.
4 PEMBINAAN TERHADAP PKL

Pembinaan Dan Penyuluhan
Ulgembinaan adalah proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan, dan

“kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga

=)

;.rmasyarakat aparatur atau badan hukum terhadap Perda dan/atau Perkada demi

-ierWUJudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

cpembinaan yang dilakukan melalui panggilan resmi maupun surat teguran, setelah

I L

,Edltanda tangani oleh penerima, maka petugas segera menjelaskan maksud dan

_‘IUJuan panggilan. Pemberian teguran tersebut satu diserahkan kepada si penerima

_dan satu lagi sebagai arsip untuk memudahkan pengecekan.

:Sebagalmana yang diungkapkan oleh Bapak Rahmat Irsan selaku Kabid Satpol PP

—Provinsi Jambi mengatakan bahwa:

_:.
O
5 “Ketika kami ke lapangan untuk kasih peringatan pertama dan ke
&3 dua,mereka tetap saja masih ada di tempat yang telah kami larang,maka
=: setelah itu kami sita barang nya dan di bawa ke kantor satpol pp ,dan
=
%- 81 Wawancara bersama Bapak Rahmat Irsan selaku Kabid Perundang undangan Provinsi

[

ambi, 5 April 2023
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= setelah itu kami panggil yang pemilik barang tersebut,lalu ketika mereka
= datamg ke satpol pp baru lah kami tanya kenapa mereka lagi lagi datang
< berjualan di tempat tersebut,setelah itu kami jelaskan kenapa di larang
L . . . . 62
C berjualan di tempat tersebut,kami kasih pemahaman terhadap pkl tersebut
2

o

EijerIu adanya pembinaan dan penyuluhan yang diberikan karna keberadaan
pkl sangatlah banyak sehingga seluruh pedagang kaki lima terpenuhi
keinginannya,diharapkan tidak ada lagi pedagang yang menggelar lapak
dagangan. yang tujuan utamanya adalah untuk menata para pedagang kaki
lima agar tetap tertib dan teratur tidak terlihat kumuh dan semerawut karna
penempatannya di sembarang tempat yang dapat mengganggu ketertiban

umum.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Satpol PP

1DIS

,_‘l|

“Provinsi Jambi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jambi

5

omor 14 Tahun 2019 , dilakukan dengan Penyusunan Agenda Dalam Patroli
utin, Melaksanakan Penertiban PKL dan Mengevaluasi dan Mentaati Syarat

eselamatan dan pembinaan terhadap pkl

62 Bapak Rahmat Irsan selaku Kabid perundang undangan Satpol PP Provinsi Jambi,6 april

2023
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. Kesimpulan

LRI BUYNS NIN it 04D YOH @

.\
et

L

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan
mengenai dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.Faktor penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 14
Tahun 2019 di Kota Jambi diantaranya Kekurangan Personil, di mana disaat
adanya kegiatan yang bersamaan menyebabkan petugas Satpol PP harus
terpisah.dan kurang nya sosialisasi yang mengakibat kan pkl tetap berjualan di
tempat yang dilarang. Kurang nya kesadaran bagi pkl,karna setiap di beritahu oleh

satpol pp mereka tetap berjualan di tempat tersebut

Klnerja Satpol PP Provinsi Jambi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah

rovinsi jambi Nomor 14 Tahun 2019, dilakukan dengan Penyusunan Agenda dan

L) OUYDISEPIDIS

elakukan patroli. dapat disimpulkan bahwa Kinerja Satpol PP Provinsi Jambi
alam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun
019 dilakukan dengan Penyusunan Agenda Dalam Patroli Rutin, Melaksanakan
enertiban PKL dan Mengevaluasi dan Mentaati Syarat Keselamatan ,melakukan

embinaan

74
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“B. Saran

(.Ii'.l

;1 Dari kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran kepada

-'.5

?;1 Pemerintah Daerah Kota Jambi, yaitu pembangunan dan pemberian rest area atau

tempat-tempat khusus bagi pedagang kaki lima untuk segera direalisasikan
sehingga keberadaan pedagang kaki lima di Kota Jambi dapat tertata dengan rapi,
lingkungan menjadi bersih, nyaman, dan pedagang kaki lima tidak lagi

mengganggu ketenteraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.

2.untuk pkl selalu mentaati aturan yang berlaku supaya sama sama nyaman aman
dan tentram,untuk pedagang kaki lima di Kota Jambi segera membuat surat izin
usaha agar tidak lagi mendapatkan penertiban dan gusuran dari Satpol PP Provinsi

[}
+

C;]ambi sehingga keberadaannya dapat tertata dengan rapi.

.untuk satpol pp provinsi jambi untuk selalu melakukan patroli rutin agar supaya

[ IIWPISI 2

kl tidak berdagang di tempat terlarang,supaya tidak mengangu keyamanan

syarakat lagi.
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Herman, “Kebijakan Pemerintah Kota Bitung Dalam Meningkatkan Sarana Dan
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<C. Peraturan Perundang-Undangan
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“Peraturan  Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Jambi
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=  “Kepada Yth.

o EKepala Satuan Polisi Pamong Praja

2 S(SATPOL PP) Provinsi Jambi

?  Opy

= Di -

B Tempat

&

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa
Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian
yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada
instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : Jumairah
NIM : 105190084
Semester/Jurusan : VIII / imu Pemerintahan

Tahun Akademik ::2022/2023
Judul Skripsi - Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengimplementasikan
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1 1 Bapak Rahmat Irsan, Kepala Bidang Aktif
A Perundang Undang Daerah Satpol PP Provinsi
Jambi
2 Bapak Amrizal selaku Sub Koordinator Aktif
Pejabat Ahli Muda Fungsional Penegakan
Perundang Undagan Daerah
3 Bapak Nuryatman selaku PKL Kota Jambi Aktif
4 Ibu Ana Wahyuni selaku PKL Kota Jambi Aktif
5 Bapak Ali Sadikin selaku PKL Kota Jambi Aktif
LA
g 6 Bapak Jainudin selaku PKL Kota Jambi Aktif
4
@7 Bapak Nugroho selaku PKL Kota Jambi Aktif
7" 8 | Bapak Malfindra selaku PKL Kota Jambi Aktif
9 Ibu Melati selaku PKL Kota Jambi Aktif
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

Bagiamana tahapan kerja Satpol PP dalam mejaga Ketentraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Jambi?

Bagaimana tahapan sebelum melakukan penertiban kepada PKL?

Apa saja faktor penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Jambi?

Apa saja agenda dalam melakkan penertiban?

Siapa saja yang terlibat dalam penertiban?

Bagaimana cara kerja intansi lain yang terlibat dalam penertiban?

Bagaimana kinerja Satpol PP Provinsi Jambi dalam mengimplementasikan
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Jambi?
Bagaimana harapan Satpol PP dalam penertiban PKL?

Bagaimana harapan PKL saat Satpol PP melakukan penertiban?
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@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilgrang mengufip seboagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelition, penulisan karya iimiah, penyusunan laparan, penulisan kritik atou finjovan suatu masalah.
sinmam e s . Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
Ao 2. Dilarang mempercanyak sebagaian dan atau seluneh karya tulis ind dalom bentuk apapun tanpaizin UIN Sutha Jami
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saat melakukan sosialisasi kepada PKL

Satpol PP Provinsi Jambi saat melakukan sosialisasi kepada PKL

Satpol PP Provinsi Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilgrang mengufip seboagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelition, penulisan karya iimiah, penyusunan laparan, penulisan kritik atou finjovan suatu masalah.
sinmam e s . Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
Ao 2. Dilarang mempercanyak sebagaian dan atau seluneh karya tulis ind dalom bentuk apapun tanpaizin UIN Sutha Jami



Satpol PP Provinsi Jambi berdiskusi kepada penjaga keamanan PKL
Satpol PP Provinsi Jambi melakukan penertiban

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilgrang mengufip seboagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelition, penulisan karya iimiah, penyusunan laparan, penulisan kritik atou finjovan suatu masalah.
sinmam e s . Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
Ao 2. Dilarang mempercanyak sebagaian dan atau seluneh karya tulis ind dalom bentuk apapun tanpaizin UIN Sutha Jami



Wawancara bersama Bapak Nuryatman selaku PKL Kota Jambi
Wawancara bersama Bapak Jainudin selaku PKL Kota Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilgrang mengufip seboagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelition, penulisan karya iimiah, penyusunan laparan, penulisan kritik atou finjovan suatu masalah.
sinmam e s . Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
Ao 2. Dilarang mempercanyak sebagaian dan atau seluneh karya tulis ind dalom bentuk apapun tanpaizin UIN Sutha Jami



Wawancara bersama Bapak Malfindra selaku PKL Kota Jambi
Wawancara bersama Bapak Nadiman selaku PKL Kota Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagion dan atau seluruh karya tulis ini tanpo mencantumkan da menyebutkan sumber ashi;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelition, penulisan karya iimiah, penyusunan laparan, penulisan kritik atou finjovan suatu masalah.
sinmam e s . Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
Ao 2. Dilarang memperamnyak sebagaian dan atou salueh karya fulis ini dalam bentuk apapun fanpaizin UIN Sutha Jamibi



Wawancara bersama Bapak Nugroho selaku PKL Kota Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengufip sebagian dan atau seluuh karya tulis ini tanpa mencantumkan do menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelition, penulisan karya iimiah, penyusunan laparan, penulisan kritik atou finjovan suatu masalah.
sinmam e s . Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
Ao 2. Dilarang mempercanyak sebagaian dan atau seluneh karya tulis ind dalom bentuk apapun tanpaizin UIN Sutha Jami
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IQUIDT PUINS NIN iU P1dID 3oH

IQUUDT UIPRNJIDS DYDYL UDYYINS JO AlSISAIUN DIWDIS| 810)S

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Informasi Diri
Nama : JUMAIRAH

Jenis Kelamin . Perempuan

Tempat & Tgl. Lahir : Sengkati Baru,10 Oktober 2000

NIM : 105190084

Alamat : Mendalo

No. Telp/HP : 081779048999

Email : Jumairah10102000@gmail.com
Nama Ayah : Rahmat

Nama Ibu : Rahima

B. Riwayat Pendidikan
1. Pendidikan Formal

a. UIN STS Jambi : Tahun 2023
b. MAS Darussalam : Tahun 2018
c. Pondok Pesantren Darussalam : Tahun 2015
d. SDN 67/1 : Tahun 2012

2. Pendidikan Non-Formal

a. Kursus Komputer di Jambi

Moto Hidup: “Keberhasilan dicapai dengan kegigihan dan ketekunan”
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